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]BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Kajian dan praktek administrasi publik di berbagai negara terus 
berkembang. Berbagai perubahan terjadi seiring dengan berkembangnya 
kompleksitas persoalan yang dihadapi oleh administrator publik. 
Kompleksitas ini ditanggapi oleh para teoritisi dengan terus mengembangkan 
Ilmu Administrasi Publik. Hal ini disebabkan karena pemilik kepentingan 
publik yang sebenarnya adalah masyarakat, maka administrator publik 
seharusnya memusatkan perhatiannya pada tanggung jawab melayani dan 
memberdayakan warga negara melalui pengelolaan organisasi publik dan 
implementasi kebijakan publik. Perubahan orientasi tentang posisi warga 
negara, nilai yang dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan 
perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai new public service.  
Perspektif new public service menghendaki peran administrator publik 
untuk melibatkan masyarakat dalam pemerintahan dan bertugas untuk 
melayani masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, administrator 
publik menyadari adanya beberapa lapisan kompleks tanggung jawab, etika, 
dan akuntabilitas dalam suatu sistem demokrasi. Administrator yang 
bertanggung jawab harus melibatkan masyarakat tidak hanya dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program guna mencapai tujuan-tujuan 
masyarakat. Hal ini harus dilakukan tidak saja karena untuk menciptakan 
pemerintahan yang lebih baik tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. 
1 
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Dengan demikian, pekerjaan administrator publik tidak lagi mengarahkan 
atau memanipulasi insentif tetapi pelayanan kepada masyarakat. 
Perwujudan paradigma diatas akhirnya akan sangat bergantung pada 
adanya komitmen dan keinginan yang kuat dari para aparat pemerintah 
sehingga dapat melaksanakan pelayanan publik dengan benar dan sungguh-
sungguh. Untuk menyelenggarakan pelayanan publik berdasarkan paradigma 
tersebut dan yang sesuai dengan kebutuhan serta tuntutan  masyarakat di era 
globalisasi ini, maka pemerintah memberikan keleluasaan pada pemerintah 
daerah untuk mengembangkan, memperbaiki dan mengelola sumberdaya 
yang dimilikinya, yang telah ditetapkan dan diatur dalam Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan pemberian 
otonomi kepada daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah, adalah: Pertama, mempercepat terwujudnya 
kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, 
dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Kedua, 
bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu 
ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar 
susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan 
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan 
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan 
pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam 
kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. 
Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan 
memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan 
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kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Penampilan birokrasi yang baik mensyaratkan otonomisasi, dan sebaliknya 
otonomisasi akan meningkatkan efektifitas dan daya tanggap administrasi 
terhadap kebutuhan lokal. Secara teoritis desentralisasi dan otonomi daerah 
dapat mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, antara lain 
melalui pemotongan jalur birokrasi pelayanan, sehingga masyarakat dapat 
lebih mudah mengakses pelayanan pemerintah, terutama pelayanan 
pemerintah daerah. Mayoritas dari warga negara hanya peduli pada pelayanan 
administrasi yang lebih baik, lebih cepat, lebih sederhana prosedurnya, lebih 
terbuka, dan dengan biaya yang murah.   
Desentralisasi diyakini oleh banyak orang sebagai system 
pemerintahan yang lebih baik dari pada sentralisasi, terutama dalam 
pelayanan publik dilihat dari segi manajemen pemerintah desentralisasi dapat 
meningkatkan efektifitas , efisiensi dan akuntabilitas publik. Sedangkan 
dilihat dari segi percepatan pembangunan, desentralisasi dapat meningkatkan 
persaingan (perlombaan) antar daerah dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakatnya, dan ini mendorong pemerintah local untuk melakukan inovasi 
guna meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada warganya. 
Perbaikan pelayanan tersebut akan makin baik kalau didukung oleh 
sistem pemerintahan yang demokratis, terbuka, akuntabel dan memberi ruang 
partisipasi yang luas bagi masyarakat. Dengan sistem seperti itu maka tujuan 
akhir dari desentralisasi dan otonomi daerah berupa peningkatan 
kesejahteraan serta kemandirian masyarakat akan dapat tercapai. Sehingga 
5 
 
kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat menjadi salah satu 
indikator keberhasilan otonomi daerah. 
Dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara 
masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, maka pemerintah 
menetapkan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 
yang bertujuan: 
1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung 
jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan 
penyelenggaraan pelayanan publik; 
2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai 
dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; dan 
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik 
Komitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada 
para masyarakat sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2009 serta 
terselenggaranya otonomi daerah sesuai dengan tujuan dalam Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 disusun pada perencanaan strategis BPT Kab. 
Sragen, Rencana strategis sangat terkait dengan BPT Kab. Sragen, dalam 
upayanya utuk memaksimalkan semua potensi dan sumber daya yang 
dimilikinya, yaitu dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang dan 
ancaman yang mungkin terjadi di masa depan. Kondisi lingkungan global 
yang penuh persaingan menuntut organisasi untuk lebih dinamis dengan 
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perubahan lingkungannya. Sehingga setiap pegawai harus memandang, 
memelihara dan meningkatkan kualitas pelayanan. 
 Perencanaan strategis adalah suatu cara untuk membantu organisasi 
dan komunitas masyarakat dalam mengatasi lingkungan mereka yang telah 
berubah serta mampu berjalan seiring dengan ketidakpastian keadaan. 
Gejolak yang makin meningkat dan saling bertautan ini memerlukan 
tanggapan dari organisasi dan komunitas publik. Pertama, organisasi harus 
berpikir strategis yang tidak pernah dilakukan sebelumnya. Kedua, organisasi 
harus bisa menerjemahkan inputnya untuk strategi yang efektif guna 
menanggulangi lingkungan yang senantiasa berubah. Ketiga, organisasi harus 
mengembangkan alasan yang diperlukan untuk meletakkan landasan bagi 
pemakaian dan pelaksanaan strateginya. Perencanaan strategis dapat 
membantu organisasi dan komunitas untuk merumuskan dan memecahkan 
masalah terpenting yang mereka hadapi. Selain itu, perencanaan strategis 
dapat pula membantu organisasi dan komunitas membangun kekuatan dan 
mengambil keuntungan dari peluang penting, sembari organisasi dan 
komunitas mengatasi atau meminimalkan kelemahan dan ancaman serius, 
sehingga dapat membantu organisasi dan komunitas menjadi lebih efektif 
dalam dunia yang penuh persaingan. 
Bryson (2007:3) menyebutkan bahwa para pemimpin pemerintahan, 
lembaga publik dari semua jenis, organisasi nirlaba, dan komunitas 
menghadapi banyak tantangan sulit dalam tahun-tahun mendatang. 
Perubahan-perubahan tersebut misalnya perubahan demografis, perubahan 
nilai, privatisasi pelayanan publik, perubahan ekonomi global dan sebagainya. 
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Jadi baik organisasi besar maupun kecil, tetap harus menyadari adanya 
pergeseran yang sangat penting di dalam fokus dan kegiatan organisasi di era 
globalisasi. Artinya, untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian, hal ini  
disebabkan tantangan-tantangan yang semakin sulit di tahun-tahun yang akan 
datang tidak bisa dipandang remeh. Oleh karena itu strategi diperlukan untuk 
menghadapi perubahan-perubahan tersebut. Dalam kondisi seperti itu maka 
setiap organisasi publik atau privat, maupun masyarakat sendiri bila ingin 
tetap survive dan bertahan hidup harus mampu merespon perubahan itu 
dengan langkah-langkah yang tepat, dengan berpikir dan bertindak makin 
strategis, mungkin dengan menigkatkan kualitas kegiatannya atau bahkan bila 
perlu melakukan perubahan fokus atau kegiatannya.  
Kualitas pelayanan harus menjadi kepedulian seluruh pihak yang 
terlibat di BPT Kab. Sragen baik yang berada ditingkat pelaksana maupun 
pimpinan sesuai dengan peranannya. Mengingat Kabupaten Sragen 
merupakan Kabupaten Kota yang sedang berkembang, sehingga memerlukan 
penanganan secara terpadu dalam bidang administrasi pelayanan perijinan.  
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi 
adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 
semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, 
keadilan dan pemerataan. Maka Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk 
Badan Pelayanan Terpadu pada tanggal 20 Juli 2006 dengan Peraturan 
Daerah No. 4 Tahun 2006. Badan Pelayanan Terpadu kemudian diubah 
menjadi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen dengan Peraturan 
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Daerah No. 15 Tahun 2008. Sehingga semua proses perijinan dilaksanakan di 
BPT Kab Sragen mulai dari penerimaan berkas, pemrosesan dokumen, 
penandatanganan ijin sampai dengan penyerahan dokumen ijin. 
Badan Perijianan Terpadu telah menerapkan sistem pelayanan satu 
pintu (one stop service/OSS) sejak tahun 2002 , yang dimaksudkan untuk 
mempermudah masyarakat dalam mengurus perijinan yaitu dengan 
memberikan perijinan secara terpadu pada satu tempat/lokasi sesuai dengan 
kewenangan masing-masing instansi. Hal ini mendorong upaya 
mengefektifkan sistem dan tata laksana pelayanan sehingga pelayanan 
perijinan dapat diselenggarakan secara berhasilguna dan berdayaguna serta 
untuk mendorong laju perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. 
Sebagai salah satu contoh bahwa dengan OSS pelayanan perijinan di 
BPT Kabupaten Sragen efektif dan efisien dibandingkan dengan pelayanan 
sebelum OSS adalah misalnya pada perijinan IMB (Ijin Mendirikan 
Bangunan).  Jika dibandingkan dengan pelayanan sebelum OSS perijinan 
IMB baru akan selesai hingga waktu 1 bulan dari awal permohonan diajukan, 
sedangkan dengan menggunakan sistem OSS Perijinan IMB akan selesai 
dalam waktu 10 hari. Dilihat dari prosedur pelayanan OSS yang diawali 
dengan pemohon yang mengajukan berkas permohonan perijinan di loket 
pelayanan sesuai dengan bidang perijinan (IMB). Berkas permohonan 
perijinan tersebut disampaikan kepada masing-masing Instansi/Unit Kerja 
Teknis dan diproses dengan melalui tahap: pemeriksaan berkas, ceking lokasi, 
evaluasi, penetapan biaya, dan pengesahan surat perijinan oleh pejabat yang 
berwenang. Kemudian berkas yang telah disahkan diserahkan ke loket 
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pengambilan yang selanjutnya dapat diambil oleh pemohon ijin setelah 
membayar bisya retribusi sebesar yang telah ditetapkan. Untuk penetapan 
biaya IMB telah ditentukan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen 
Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Saai ini 
di BPT Kabupaten Sragen dalam setiap perijinan selalu memberikan 
perincian biaya yang jelas dan transparan. Selain itu, pemohon dapat 
melakukan tindakan seperti pengecekan, pemeriksaan, pengukuran dan 
complain kepada petugas jika biaya maupun pelayanannya tidak sesuai 
dengan peraturan yang ada. 
Sebagai organisasi publik dalam pelayanan perijinan BPT harus 
mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan 
efisien jika dibandingkan dengan pelayanan perijinan yang dilakukan tidak 
satu pintu atau ketika ditangani oleh masing-masing instansi secara langsung. 
Efektif dan efisien ini baik dalam prosedur perijinan, waktu penyelesaian 
maupun biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat. 
Berkembangnya arus informasi dan komunikasi yang saat ini hampir 
tidak terbatas oleh jarak dan waktu serta didukung pula dengan tingkat 
pendidikan dan ekonomi masyarakat yang semakin tinggi membuat 
masyarakat semakin menuntut agar pelayanan yang diberikan bisa lebih baik 
atau paling tidak seimbang dengan biaya atau kontribusi yang telah diberikan 
masyarakat. Dalam menghadapi berbagai tuntutan masyarakat atas pelayanan 
publik, bagi suatu organisasi diperlukan penerapan strategi yang sesuai 
dengan keadaan dan kendala yang dihadapi agar mampu meningkatkan 
kualitas pelayanannya. Begitu pula dengan BPT Kab. Sragen memerlukan 
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suatu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan agar lebih baik dari yang 
selama ini diberikan yaitu dengan memberikan pelayanan sesuai dengan 
tuntutan dan harapan masyarakat. Tanpa adanya penerapan strategi yang 
efisien dan efektif dalam upayanya meningkatkan kualitas pelayanan publik, 
maka pelayanan perijinan yang dilakukan oleh BPT Kab. Sragen kepada 
masyarakat akan statis, tidak berkembang dalam arti tidak mampu 
menyesuaikan dengan kondisi saat ini. Pelayanan kepada masyarakat akan 
selalu terpaku pada kebiasaan yang terjadi sehari-hari tanpa memperhatikan 
perubahan-perubahan yang dihadapi oleh BPT Kab. Sragen  
Sehubungan dengan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk 
mengetahui lebih jauh mengenai upaya apa saja yang telah dilakukan  BPT 
Kab. Sragen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta hambatan-
hambatannya. 
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah ini bertujuan untuk memberikan rumusan yang 
jelas dari permasalahan yang ada untuk memecahkan pembahasan dalam 
bentuk pertanyaan. Adapun perumusan masalah dari uraian latar belakang 
diatas adalah: 
“Bagaimana Upaya Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten Sragen dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik ?” 
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C. Tujuan Penelitian 
Dengan penelitian ini diharapkan penulis mampu mengetahui 
berbagai upaya yang diambil oleh Badan Perijinan Terpadu (BPT) Kabupaten 
Sragen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Manfaat dari penelitian ini adalah untuk : 
1. Sebagai umpan balik yang dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam 
rangka penyusunan rencana strategis yang lebih baik di masa yang akan 
datang. 
2. Memberi masukan bagi pemerintah Kabupaten Sragen  khususnya BPT 
Kab. Sragen dalam meningkatkan pelayanan publik. 
3. Melatih kepekaan peneliti terhadap berbagai perubahan sosial dan 
lingkungan sekitarnya. 
4. Bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan 
berkaitan dengan upaya dan strategi BPT Kab. Sragen dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan publik beserta seluruh 
permasalahannya. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Pengembangan Kelembagaan 
Aspek kelembagaan menjadi kunci penting bagi terselenggaranya 
pelayanan publik yang lebih baik karena dalam aspek ini sangat berkaitan 
dengan bagaimana organisasi pelayanan publik itu disusun atau dibentuk, 
bagaimana budaya dan lingkungan dari organisasi mampu menstimulasi 
sebuah organisasi pelayanan publik untuk selalu menyesuaikan dengan 
perkembangan yang terjadi di sekitarnya. 
Menurut Huse dan Cummings yang dikutip oleh R. Ferry Anggoro 
Suryokusumo pengembangan organisasi adalah suatu sistem menyeluruh 
yang menerapkan ilmu perilaku dengan memakai perencanaan jangka 
panjang. Dalam pemahaman lain merupakan suatu upaya mengembangkan 
strategi, struktur dan proses untuk efektivitas organisasi. (Dikutip dari R. 
Ferry Anggoro Suryokusumo, 2008 : 99) 
Ada beberapa pendekatan untuk pengembangan suatu kelembagaan 
atau organisasi pelayanan publik menurut Dydit Harjito yang dikutip R. Ferry 
Anggoro Suryokusumo antara lain sebagai berikut : 
1. Pendekatan Tujuan 
Teknik ini melihat organisasi sebagai suatu kebutuhan yang dapat 
menunjukkan efektivitasnya baik produk dan pelayanannya melalui 
beberapa kegiatan dan langkah analisa ketidakefektifan organisasi, 
11 
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perumusan tujuan, perumusan gambaran keadaan sekarang, identifikasi 
kemudahan dan hambatan, mengembangkan serangkaian kegiatan. 
2. Pendekatan Sistem 
Teknik ini menekankan pentingnya input, proses, dan output sebagai 
kajian efektivitas organisasi dengan melalui beberapa kegiatan dan 
langkah menentukan lokasi ketidakefektifan organisasi, menentukan 
masalah, analisis masalah, mengembangkan serangkaian kegiatan. 
3. Pendekatan Lingkungan 
Teknik ini menekankan adaptasi organisasi terhadap perubahan 
lingkungan melalui beberapa kegiatan dan langkah-langkah menemukan 
adanya perubahan yang mengganggu organisasi, analisis perubahan, 
mencari cara penanggulangan. (Dikutip dari R. Ferry Anggoro 
Suryokusumo, 2008 : 99) 
 
B. Definisi Kualitas Pelayanan Publik 
1. Definsi Kualitas  
Kata kualitas memiliki banyak definisi yang berbeda dan bervariasi 
mulai dari yang konvensional hingga yang lebih strategis. Definisi 
konvensional dari kualitas biasanya menggambarkan karakteristik suatu 
produk seperti : kinerja (performance), keandalan (reliability), mudah 
dalam penggunaan (easy of use), estetika (esthetics), dan sebagainya. 
Sedangkan dalam definisi strategis dinyatakan bahwa kualitas adalah 
segala sesuatu yang mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan 
pelanggan (meeting the needs of customers). 
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Berdasarkan pengertian kualitas, baik yang konvensional maupun 
yang lebih strategis pada dasarnya kualitas mengacu kepada pengertian 
pokok yaitu kualitas terdiri dari sejumlah keistimewaan produk, baik 
keistimewaan langsung, maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi 
keinginan pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas 
penggunaan produk. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari 
kekurangan atau kerusakan. 
Definisi kualitas menurut Garvin (dalam M.N Nasution, 2002:16), 
yaitu merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan 
produk, manusia/tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang 
memenuhi atau melebihi harapan pelanggan atau konsumen. Selera atau 
harapan konsumen pada suatu produk selalu berubah sehingga kualitas 
produk juga harus berubah atau disesuaikan. Dengan perubahan kualitas 
produk tersebut, diperlukan perubahan tau peningkatan ketrampilan 
tenaga kerja, perubahan proses produksi dan tugas, serta perubahan 
lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi atau melebihi 
harapan konsumen. 
Selanjutnya M.N.Nasution mengemukakan walaupun tidak ada 
definisi mengenai kualitas yang diterima secara universal dari definisi 
yang ada terdapat kesamaan yaitu mengandung elemen-elemen sebagai 
berikut : 
 Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan 
 Kualitas merupakan produk jasa manusia dan lingkungan 
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 Kualitas merupakn kondisi yang selalu berubah. 
(M.N.Nasution,2001:16) 
Sebagai penyedia jasa perijinan dan non perijinan yang sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat, BPT Kabupaten Sragen dituntut untuk 
mampu memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat sebagai pengguna 
jasa serta mampu menterjemahkan apa yang menjadi kebutuhan dan 
harapan mereka. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kualitas bukan 
hanya kualitas produk itu sendiri, melainkan kualitas secara menyeluruh 
(Total Quality). 
Adapun pentingnya Kualitas bagi suatu organisasi atau perusahaan, 
karena : 
1) Reputasi perusahaan 
Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan 
suatu produk atau jasa yang bermutu, maka perusahaan atau 
organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan 
nilai "lebih" di mata masyarakat. Karena nilai "lebih" itulah maka 
perusahaan atau organisasi tersebut dipercaya masyarakat. 
2) Penurunan biaya 
Dalam paradigma lama, untuk menghasilkan produk 
bermutu selalu membawa dampak pada peningkatan biaya. Suatu 
produk yang selalu identik dengan harga mahal. Hal ini jelas 
terjadi karena penghasil produk atau jasa tersebut masih 
menganut paradigma lama, dan membuat produk atau jasa dengan 
tidak melihat kebutuhan konsumen. Produk yang dihasilkan 
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tersebut dibuat sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga 
standar mutu yang digunakan juga hanya ditetapkan oleh pihak 
perusahaan. Kondisi demikian membuat produk dan jasa yang 
telah dihasilkan tidak akan laku terjual karena konsumen tidak 
menginginkannya. 
Sementara paradigma baru mengatakan bahwa untuk 
menghasilkan produk atau jasa yang bermutu, perusahaan atau 
organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. hal ini 
disebabkan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada 
customer satisfaction, yaitu dengan mendasarkan jenis, tipe, 
waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan 
kebutuhan dan harapan pelanggan. Dengan demikian tidak ada 
pemborosan yang terjadi yang harus dibayar mahal oleh 
perusahaan atau organisasi tersebut. Sehingga pendapat bahwa 
"quality has no cost" dapat dicapai dengan tidak menghasilkan 
produk atau jasa yang tidak dibutuhkan pelanggan. 
3) Peningkatan pangsa pasar 
Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, 
sehingga harga dapat ditekan walau mutu tetap menjadi yang 
terutama. Hal-hal inilah yang mendorong konsumen untuk 
membeli atau menggunakan kembali produk atau jasa tersebut 
sehingga pangsa pasar meningkat. 
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4) Pertanggungjawaban produk 
Dengan semakin meningkatnya mutu produk atau jasa 
yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan nampak 
semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan 
pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan dan 
harapan pelanggan. Selain itu, pihak perusahaan atau organisasi 
tidak perlu lagi mengeluarkan biaya yang begitu besar hanya 
untuk memberikan jaminan terhadap produk atau jasa yang 
ditawarkan tersebut. 
5) Dampak Internasional 
Bila penawaran produk atau jasa yang bermutuberhasil 
dan berjalan lancar, maka selain dikenal di pasar lokal, produk 
atau jasa yang kita tawarkan juga akan dikenal dan diterima di 
pasar internasional. Hal ini akan menimbulkan kesan yang baik 
terhadap perusahaan atau organisasi yang menghasilkan produk 
atau menawarkan jasa yang bermutu tersebut. 
6) Penampilan produk atau jasa 
Mutu akan membuat produk atau jasa dikenal, dan hal ini 
akan membuat perusahaan atau organisasi yang menghasilkan 
produk atau menawarkan jasa juga dikenal dan dipercaya 
masyarakat luas. Dengan demikian tingkat kepercayaan 
pelanggan dan masyarakat umumnya akan bertambah dan 
organisasi atau perusahaan tersebut akan lebih dihargai. Hal ini 
akan menimbulkan fanatisme tertentu dari para konsumen 
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terhadap produk apapun yang ditawarkan oleh perusahaan atau 
organisasi tersebut. 
7) Mutu yang dirasakan 
Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga 
melainkan mutu produk. Hal inilah yang mendorong konsumen 
untuk mau membeli produk atau barang dengan harga tinggi 
namun bermutu tinggi pula. 
2. Definisi Pelayanan 
Yang dimaksud pelayanan umum menurut A.S Moenir (1992:26-
27):  
“Pelayanan umum adalah kegiatan yang dilakukan oleh 
seorang/sekelompok orang dengan landasan faktor material 
melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam rangka 
usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.” 
 
Dalam kamus Ilmu-ilmu Sosial (1986:329), publik diartikan 
sebagai massa segala masalah umum atau kolektivitas besar dengan 
komunikasi antar anggota, setiap anggota mempengaruhi opini yang 
dihasilkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1989:705), publik 
diartikan sebagai orang banyak (umum). Jadi publik menyangkut orang 
banyak atau masyarakat luas, maka yang dimaksud dengan pelayanan 
publik adalah memberikan kepada konsumen/penerima jasa suatu nilai 
tambah barang ataupun jasa yang berlaku untuk semua orang tanpa 
kecuali. Berdasarkan pengertian publik diatas, maka dalam penelitian ini 
perlu mempersempit arti publik berdasarkan sudut pandang yang 
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berkaitan dengan pelayanan jasa yaitu pelayanan yang ditujukan kepada 
masyarakat/umum. 
Adanya perubahan orientasi tentang posisi warga negara, nilai yang 
dikedepankan, dan peran pemerintah ini memunculkan perspektif baru 
administrasi publik yang disebut sebagai new public service. Seperti yang 
diungkapkan oleh Denhardt dan Denhardt: 
“…that the better contrast is with what we call the “New Public 
Service,” a movement built on work in democratic citizenship, 
community and civil society, and organizational humanism and 
discourse theory. We suggest seven principles of  New Public 
Service, most notably that the primary role of the public servant 
is to help citizens articulate and meet their shared interest 
rather than to attempt to control or steer society” (dikutip dari 
R. B Denhart dan J. V Denhart, 2000 : 549) 
(…bahwa kontras yang lebih baik adalah dengan apa yang kita 
sebut "New Public Service," sebuah gerakan yang dibangun di 
atas bekerja di kewarganegaraan demokratis, komunitas dan 
masyarakat sipil, dan humanisme organisasi dan teori wacana. 
Kami menyarankan tujuh prinsip Pelayanan Publik Baru, 
terutama bahwa peran utama pegawai negeri adalah untuk 
membantu warga mengartikulasikan dan memenuhi kepentingan 
mereka bersama daripada berusaha untuk mengontrol atau 
mengarahkan masyarakat.) 
 
Secara ringkas, perspektif new public service dapat dilihat dari 
beberapa prinsip yang dilontarkan Denhardt dan Denhardt yang dikutip 
oleh Islamy, yaitu : 
1) Serve Citizens, Not Costumers 
Administrator publik bekerja untuk kepentingan publik (public 
interest) dan bukan untuk kepentingan diri sendiri (self interest). 
Kepentingan publik lebih merupakan hasil dari sebuah dialog 
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tentang nilai bersama (shared values) daripada agregasi dari 
kepentingan individu. 
2) Seek The Public Interest 
Administrator publik harus berperan aktif membangun paham 
bersama dan kolektif tentang kepentingan publik. Tujuannya 
bukan untuk menemukan solusi yang cepat atas dasar pilihan 
individu tetapi untuk membangun kreasi lahirnya kepentingan dan 
tanggung jawab bersama. 
3) value citizenship over entrepreneurship 
Kepentingan publik bisa dicapai dengan lebih baik jika dilakukan 
oleh pegawai pemerintahan bersama warga negara yang terikat 
dengan komitmen untuk memberikan kontribusi terbaik bagi 
masyarakat daripada oleh para majer wirausaha yang bertindak 
seolah-olah organisasi dan uang public itu adalah miliknya.   
4) think strategically, act democratically 
Kebijakan dan program yang sangat dibutuhkan oleh publik 
hanyalah bisa dicapai secara efektif dan bertanggung jawab lewat 
usaha/upaya bersama dan lewat proses kolaboratif. 
5) recognize that accountability is not simple 
Pegawai pemerintah haruslah lebih responsif dan atentif daripada 
pasar, dan mereka juga harus bekerja berdasarkan ketentuan 
status, hokum, konstitusi, nilai-nilai masyarakat, norma-norma 
politik, standar professional dan kepentingan warga.   
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6) serve rather than steer 
Semakin pentingnya aparat pemerintah mendayagunakan 
kepemimpinan berbasis nilai bersama dalam membantu warganya 
untuk mengartikulasikan dan menemukan kepentingan bersama 
daripada berusaha mengendalikan atau mengarahkan masyarakat 
menuju kearah yang baru. 
7) value people, not just productivity 
Organisasi publik dan seluruh jaringannya dalam berpartisipasi 
mencapai kepentingan publik akan berhasil dalam jangka panjang 
bila mereka bisa berjalan lewat proses kolaborasi dan 
kepemimpinan bersama yang didasarkan atas rasa saling 
menghormati pada semua orang. 
Ketujuh prinsip tersebut merupakan sebuah kesatuan yang utuh 
demi tercapainya sebuah inklinasi pemerintah untuk memberikan sesuatu 
yang terbaik bagi warganya sesuai dengan apa yang diinginkan dan 
diharapkannya dengan cara yang lebih humanis. (Lely Indah M, 
2007:170-171). 
Berdasarkan prinsip utama dalam paradigma New Public Service 
tersebut, Denhardt dan Denhardt  lebih lanjut memformulasikan delapan 
prinsip pelayanan yang harus diwujudkan agar pemerintah mampu 
memberikan pelayanan yang bermutu yaitu mencakup beberapa hal 
sebagai berikut: 
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1) Convenience 
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang 
diberikan pemerintah dapat diakses dengan mudah oleh warga 
negara. 
2) Security 
Ukuran yang menunjukan sejauh mana pelayanan yang diberikan 
pemerintah agar menjadikan warga merasa aman dan yakin untuk 
menggunakannya. 
3) Reliability 
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang 
diberikan pemerintah dapat tersedia secara benar dan tepat waktu. 
4) Personal Attention 
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana pelayanan yang 
diberikan pemerintah dapat diinformasikan oleh aparat dengan 
tepat kepada warga dan aparat dapat bekerjasama dengan warga 
untuk membantu memenuhi kebutuhannya. 
5) Problem-Solving Approach 
Ukuran yang menunjukkan sejauh mana aparat mampu 
menyediakan informasi bagi warga untuk mengatasi masalahnya. 
6) Fairness 
Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa 
pemerintah telah menyediakan pelayanan dengan cara yang adil 
bagi semua orang. 
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7) Fiscal Responsibility 
Ukuran untuk menilai sejauh mana warga percaya bahwa 
pemerintah telahmenyediakan layanan dengan menggunakan uang 
publik dengan penuh tanggung jawab.  
8) Citizen Influence 
Ukuran sejauh mana warga merasa bahwa mereka dapat 
memengaruhi mutu pelayanan yang mereka terima dari 
pemerintah. (Lely Indah M, 2007:172-173). 
Ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi baik tidaknya suatu 
pelayanan menurut H.A.S Moenir, yaitu : 
1) Kesadaran 
Kesadaran didefinisikan sebagai suatu proses berpikir melalui 
metode renungan, pertimbangan dan perbandingan sehingga 
menghasilkan keyakinan, ketenangan, ketetapan hati dan 
keseimbangan dalam jiwanya sebagai pangkal tolak untuk 
perbuatan dan tindakan yang akan dilakukan kemudian. Dari 
pengertian tersebut maka kesadaran merupakan hasil suatu proses 
yang kadang memerlukan waktu cukup lama untuk 
menumbuhkannya, dalam kondisi yang tenang atau tidak dalam 
keadaan emosi.  
2) Aturan 
Aturan merupakan perangkat penting dalam segala tindakan dan 
perbuatan orang. Maka manusia bisa menjadi subjek maupun 
obyek aturan. Manusia sebagai subyek aturan dapat berdasarkan 
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pertimbangan, kewenangan, pengetahuan, dan pengalaman, 
kemampuan berbahasa, pemahaman oleh pelaksana dan 
kedisiplinan. 
3) Organisasi 
Organisasi pelayanan adalah mengorganisir fungsi pelayanan baik 
dalam bentuk struktur maupun mekanismenya yang akan berperan 
dalam mutu dan kelancaran pelayanan. Didalam organisasi 
terdapat system, prosedur, dan metode yang berfungsi sebagai tata 
cara agar pelaksanaan pekerjaan dapat berjalan dengan lancer dan 
berhasil dengan baik.  
4) Pendapatan 
Pendapatan merupakan seluruh penerimaan seseorang sebagai 
imbalan atas tenaga atau pikiran yang telah dicurahkan untuk 
orang lain atau organisasi baik dalam bentuk uang atau fasilitas 
5) Kemampuan dan ketrampilan 
Kemampuan merupakan sesuatu yang perlu dikuasai dalam 
manajemen organisasi.  
6) Sarana pelayanan 
Sarana pelayanan merupakan segala peralatan, perlengkapan 
kerja, dan fasilitas lain yang berfungsi sebagai alat utama, alat 
pembantu atau penunjang pelaksanaan pekerjaan dan berfungsi 
social dalam rangka memenuhi kepentingan orang-orang yang 
berhubungan dengan organisasi tersebut. (Moenir,2000 :40-41). 
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Selanjutnya H.A.S Moenir menjelaskan bahwa wujud pelayanan 
yang diharapakan pengguna jasa sebagai berikut : 
1) Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 
pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang kadangkala 
dibuat.  
2) Memperoleh pelayanan secara wajar secara gerutu, sindiran atau 
untaian kata lain yang nadanya mengarah pada permintaan 
sesuatu baik dengan alasan untuk dinas atau alasan untuk 
kesejahteraan. 
3) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap 
kepentingan yang sama, tertib dan tidak pandang bulu.  
4) Pelayanan yang jujur dan terus terang artinya apabila ada hambatan 
karena sesuatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya 
diberitahukan sehingga orang tidak menunggu sesuatu yang tidak 
menentu. (2000:41-44) 
Dalam mendapatkan pelayanan kurang sesuai dengan yang 
diharapkan oleh pengguna layanan tersebut. H.A.S Moenir menyebutkan 
beberapa penyebab antara lain : 
1) Tidak atau kurangnya kesadaran terhadap tugas atau kewajiban 
yang menjadi tanggung jawabnya. 
2) System, prosedur dan metode kerja yang tidak memadai. 
3) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi. 
4) Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup 
meskipun secara minimal. 
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5) Kemampuan pegawai yang tidak memadai untuk tugas yang 
dibebankan kepadanya. 
6) Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai (Dikutip dari 
H.A.S Moenir 1999:40-41) 
Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam kaitannya dengan 
pelayanan, yaitu sebagai berikut : 
1) Attitude (Sikap) 
Sikap dan perilaku yang diharapkan pada pelayanan adalah sikap 
yang baik dan simpatik, sehingga proses pelayanan dapat 
berlangsung baik. Pelanggan merasa puas dan merasa terpenuhi 
harapannya dan kemungkinan besar akan menyampaikan 
pengalamannya pada orang lain. Bentuk-bentuk pelayanan 
berdasarkan konsep attitude (sikap) meliputi: 
a) Pelayanan berpenampilan baik, yaitu berbusana rapi, ekspresi 
wajah 
b) Pelayanan berpikir positif, yaitu tidak bersikap apriori, tidak 
memanfaatkan kelemahan pelanggan. 
2) Attention (Perhatian) 
Attention ini dilakukan apabila pelanggan menunjukkan suatu 
minat terhadap suatu barang atau jasa. Sudah sewajarnya bagian 
pelayanan memusatkan atau mengkonsentrasikan layanan 
terhadap minat pelanggan. 
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Bentuk-bentuk pelayanan berdasarkan konsep attention 
(perhatian) meliputi: 
a) Mendengarkan dan memahami kebutuhan pelanggan 
b) Mengamati perilaku pelanggan 
c) Mencurahkan perhatian penuh kepada pelanggan 
3) Action (Tindakan) 
Action merupakan suatu pelayanan perilaku berupa realisasi akan 
kebutuhan pelanggan. Pelayanan ini mengarah pada transaksi jual 
beli. Terlaksananya proses komunikasi pada action (tindakan) 
menimbulkan hasil penjualan. Bentuk-bentuk pelayanan 
berdasarkan action (tindakan) meliputi: 
a) Pencatatan pesanan pelanggan 
b) Pencatatan kebutuhan pelanggan 
c) Penugasan kembali kebutuhan pelanggan 
d) Mewujudkan kebutuhan pelanggan 
e) Pernyataan terima kasih dengan harapan pelanggan akan 
kembali 
Sedangkan wujud pelayanan yang didambakan pengguna jasa 
adalah sebagai berikut: 
1)   Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan 
pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan. 
2) Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan.  
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3) Memperoleh pelayanan secara wajar tanpa dibuat-buat atau 
dilakukan berlebihan hanya untuk mendapatkan imbalan 
4) Pelayanan yang jujur dan terus terang, apabila ada hambatan 
karena ada masalah yang tidak dapat ditangani hendaknya 
diberitahukan. 
Hal-hal yang dapat menyebabkan tidak memadainya pelayanan 
yang diberikan penyedia jasa antara lain: 
1) Sistem, prosedur dan metode kerja yang ada tidak memadai 
2) Pengorganisasian tugas pelayanan yang belum serasi 
3) Tidak atau kurang adanya kesadaran terhadap tugas dan kewajiban 
yang memadai tanggung jawabnya. 
4) Tidak tersedianya sarana pelayanan yang memadai 
5) Pendapatan pegawai yang tidak mencukupi kebutuhan hidup 
meskipun secara minimal 
6) Kemampuan pegawai yang tidak memahami tugas yang 
dibebankan kepadanya. 
3. Kualitas Pelayanan Publik 
Menurut Gronroos yang dikutip oleh Riadh Ladhari dalam 
International Journal of Quality and Service Sciences, Kualitas Pelayanan 
(Service Quality) adalah : 
“[. . .] the outcome of an evaluation process, [whereby] the 
consumer compares his expectations with the service he 
perceives he has received, i.e. he puts the perceived service 
against the expected service. The result of this process will be 
the perceived quality of service.” (dikutip dari Riadh Ladhari, 
2009 : 173) 
29 
 
(…hasil dari proses evaluasi, (dimana) konsumen 
membandingkan harapannya dengan pelayanan yang dilihat 
dan diterimanya, dengan kata lain konsumen menempatkan 
pelayanan yang dirasakan terhadap pelayanan yang 
diharapkan. Hasil dari proses ini akan menjadi persepsi 
kualitas pelayanan) 
 
Sedangkan menurut Parasuraman et al yang dikutip oleh Ramseook-
Munhurrun et al dalam International Journal of Management and Marketing 
Research, Kualitas Pelayanan (Service Quality) adalah : 
“Service quality can be defined as an overall judgment similar 
to attitude towards the service and generally accepted as an 
antecedent of overall customer satisfaction. Service quality is 
an ability of the organization to meet or exceed customer 
expectations. It is the difference between customer 
expectationsof service and perceived service. If expectations 
are greater than performance, then perceived quality is less 
than satisfactory and hence customer dissatisfaction 
occurs”(dikutip dari Ramseook-Munhurrun et al, 2010 : 38) 
“Kualitas pelayanan dapat didefinisikan sebagai penilaian 
secara keseluruhan mirip dengan sikap terhadap pelayanan dan 
umumnya diterima sebagai antiseden kepuasan pelanggan 
secara keseluruhan. Kualitas pelayanan adalah kemampuan 
organisasi untuk memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 
Ini adalah perbedaan antara harapan pelanggan terhadap 
pelayanan dan layanan yang dirasakan. Jika harapan lebih 
besar dari kinerja, maka presepsi kualitas dirasakan kurang 
memuaskan dan karenanya terjadi ketidakpuasan pelanggan.” 
 
Parasuraman et al dalam Riadh Ladhari juga menyebutkan 5 
dimensi kualitas pelayanan, yaitu : 
a. tangibles: the appearance of physical facilities, equipment, and 
personnel; 
b. reliability: the ability to perform the promised service 
dependably and accurately; 
c. responsiveness : the willingness to help customers and provide 
prompt service; 
d. assurance : the knowledge and courtesy of employees and their 
ability to inspire trust and confidence; and 
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e. empathy : the level of caring and individualised attention the 
firm provides to its customers. (dikutip dari Riadh Ladhari, 
2009 : 174) 
( a.  Bukti langsung : meliputi fasilitas fisik, peralatan, dan pegawai. 
b. Keandalan : kemampuan untuk memberikan pelayanan secara 
akurat dan terpercaya 
c. Daya tanggap : keinginan para pegawai untuk membantu 
pelanggan dan menyediakan pelayanan yang cepat. 
d. Jaminan : Mencakup kemampuan, kesopanan, dan sifat dapat 
dipercaya dan percaya diri yang dimiliki oleh para staf; 
e. Empati : Tingkat kepedulian dan perhatian individual 
perusahaan yang diberikan kepada para pelanggan ) 
 
Dari kajian pustaka diatas, kualitas pelayanan publik dalam 
penelitian ini diartikan sebagai kemampuan organisasi publik dalam 
melayani masyarakat sebagai pengguna jasa dalam hal pelaksanaan 
peraturan perundang-undangan agar tercapai kepuasannya melalui 
fasilitas SDM serta sarana prasarana yang tersedia dalam organisasi 
publik tersebut. 
4. Pengertian Strategi 
Strategi merupakan landasan awal bagi sebuah organisasi dan 
elemen-elemen didalamnya untuk menyusun langkah-langkah atau 
tindakan-tindakan dengan memperhitungkan factor-faktor internal dan 
eksternal dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan. 
Pengertian strategi menurut Coulter (2002:7) menjelaskan bahwa: 
“Strategi adalah sejumlah keputusan dan aksi yang ditunjukan untuk 
mencapai tujuan (goal) dan menyesuaikan sumber daya organisasi 
dengan peluang dan tantangan yang dihadapi dalam lingkungan 
industrinya. Dengan demikian ciri strategi yang utama adalah : 
1) Goal-directed action, yaitu aktivitas yang menunjukkan “apa” 
yang diinginkan organisasi dan “bagaimana” 
mengimplementasikannya. 
2) Mempertimbangkan semua kekuatan internal (sumber daya dan 
kapabilitas), serta memperhatikan peluang dan tantangan. 
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(Dikutip dari Mudrajad Kuncoro, 2005:12) 
 
Pengertian lain dari strategi dikemukakan oleh beberapa ahli seperti 
Argyris(1985), Minzberg (1979), Steiner dan Miner (1977) menyatakan 
bahwa :  
“ strategi merupakan respon secara terus-menerus maupun adaptif 
terhadap peluang dan ancaman eksternal serta kekuatan dan 
kelemahan internal yang dapat mempengaruhi organisasi”. (Dikutip 
dari Freddy Rangkuti, 1999:5) 
 
Definisi tersebut diatas menjelaskan bahwa sebuah strategi 
direncanakan untuk menenggapi adanya perubahan-perubahan baik yang 
berasal dari dalam organisasi maupun yang berasal dari fator-faktor 
eksternal yang mempengaruhi organisasi. Strategi menjadi suatu kerangka 
yang fundamental tempat suatu organisasi akan mampu menyatakan 
kontinuitasnya yang vital, sementara disaat yang besamaan ia akan 
memiliki kekuatan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang 
selalu berubah. 
Adapun tipe-tipe strategi menurut Koteen yang dikutip oleh J. 
Salusu, yaitu : 
1) Corporate Strategy (strategi organisasi) 
Strategi ini berkaitan dengan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-
inisiatif strategik yang baru. Pembatasan-pembatasan diperlukan, 
yaitu apa yang dilakukan dan untuk siapa. 
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2) Program Strategy (strategi program) 
Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi 
strategik dari suatu program tertentu. Apa kira-kira dampaknya 
apabila suatu program tertentu  dilancarkan atau diperkenalkan, apa 
dampaknya bagi sasaran organisasi. 
3) Resources Support Strategy (strategi pendukung sumber daya) 
Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan 
pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna 
meningkatkan kualitas kinerja organisasi. Sumber daya itu dapat 
berupa tenaga, keuangan, teknilogi, dan sebagainya. 
4) Institutional Strategy (strategi kelembagaan) 
Fokus dari strategi ini adalah mengembangkan kemampuan organisasi 
untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif strategik. (Dikutip dari J. 
Salusu, 1998: 105) 
5. Perencanaan Strategis (Rencana Strategis) 
a. Definisi Perencanaan Strategis 
Perencanaan strategis menurut Olsen & Eadie adalah sebagai 
upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan dan tindakan 
penting yang membentuk dan memandu bagaimana menjadi 
organisasi (atau entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas 
lainnya) mengerjakan hal seperti itu. Yang terbaik, perencanaan 
strategis mensyaratkan pengumpulan informasi secara luas, eksplorasi 
alternatif, dan menekankan implikasi masa depan keputusan sekarang. 
Perencanaan strategis dapat memfasilitasi komunikasi dan partisipasi, 
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mengakomodasi kepentingan dan nilai yang berbeda, dan membantu 
pembuatan keputusan secara tertib maupun keberhasilan implementasi 
keputusan. (Dikutip dari John M. Bryson, 2007: 4-5) 
Kemudian  Bryson mendefinisikan perencanaan strategis sebagai 
upaya yang didisiplinkan untuk membuat keputusan-keputusan dan 
tindakan penting yang akan membentuk dan memandu bagaimana 
menjadi organisasi, apa yang dikerjakan, dan mengapa melaksanakan 
hal tersebut (Bryson, 2007:5). 
Menurut Hani Handoko, yang dimaksud dengan perencanaan 
strategis (strategic planning) : 
 “Perencanaan strategis (strategic planning)adalah suatu proses 
pengalihan tujuan-tujuan organisasi, penentuan strategi, 
kebijaksanaan dari program-program strategik yang diperlukan 
untuk tujuan-tujuan tersebut, dan penetapan metode-metode 
yang diperlukan untuk menjamin bahwa strategi dan 
kebijaksanaan telah diimplementasikan.” (Dikutip dari Hani 
Handoko, 2003:92) 
 
Bagi BPT Kab. Sragen, rencana strategis dirancang untuk 
memperbaiki kualitas pelayanan dalam bidang perijinan yang dapat 
dilihat melalui waktu pelayanan yang tepat, akurasi pelayanan tinggi, 
pegawai yang sopan, ramah dan bertanggung jawab dalam 
memberikan pelayanan, adanya kelengkapan sarana pelayanan, 
prosedur pelayanan yang mudah, terdapat variasi model pelayanan, 
masyarakat merasakan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan dan 
biaya yang dikeluarkan oleh masyarakat dapat dijangkau secara wajar 
serta didukung oleh atribut pelayanan lainnya. 
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Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa 
perencanaan strategis merupakan proses perencanaan jangka panjang 
yang disusun dan digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan-
tujuan organisasi. Ada tiga alasan  yang yang menunjukkan 
pentingnya perencanaan strategis. Pertama perencanaan strategis 
memberikan kerangka dasar dalam semua bentuk-bentuk perencanaan 
lainnya yang harus diambil. Kedua, pemahaman terhadap perencanaan 
strategis akan mempermudah pemahaman bentuk-bentuk perencanaan 
lainnya. Ketiga, perencanaan strategis sering merupakan titik 
permulaan bagi pemahaman dan penilaian kegiatan-kegiatan manajer 
dan organisasi.  
b. Manfaat Perencanaan Strategik 
Menurut Vincent Gaspersz manfaat Perencanaan Strategik 
dalam sektor publik adalah sebagai berikut : 
1) Berguna bagi perencanaan untuk perubahan dalam lingkungan 
dinamik yang kompleks.  
2) Berguna untuk mengelola hasil-hasil (managing for results).  
3) Perencanaan strategik merupakan suatu alat manajerial yang 
penting.  
4) Perencanaan strategik berorientasi masa depan.  
5) Perencanaan strategik mampu beradaptasi.   
6) Perencanaan strategik adalah penting untuk mendukung pelanggan 
7) Perencanaan strategik mempromosikan komunikasi. 
(Dikutip dari  Vincent Gaspersz, 2004 : 2-4) 
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Sedangkan menurut beberapa penulis lain (Roering, Freeman, 
Bryson) bahwa perencanaan strategis dapat membantu suatu 
organisasi:  
1) Berfikir secara strategis dan mengembangkan strategi-strategi yang 
efektif. 
2) Memperjelas arah masa depan. 
3) Menciptakan prioritas. 
4) Membuat keputusan sekarang dengan mengingat konsekuensi masa 
depan. 
5) Mengembangkan landasan yang koheren dan kokoh bagi 
pembuatan keputusan. 
6) Menggunakan keleluasaan yang maksimum dalam bidang-bidang 
yang berada di bawah kontrol organisasi. 
7) Membuat keputusan yang melintasi tingkat dan fungsi. 
8) Memecahkan masalah utama organisasi. 
9) Memperbaiki kinerja organisasi. 
10) Menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif. 
11) Membangun kinerja kelompok dan keahlian. 
(Dikutip dari Bryson, 2007) 
Namun mereka menegaskan bahwa meskipun rencana strategis 
dapat memberikan seluruh manfaat di atas, tidak ada jaminan 
semuanya akan tersedia. Karena satu hal, perencanaan strategis 
hanyalah kumpulan konsep, prosedur, dan alat. Jadi perencana perlu 
bersikap sangat hati-hati karena tidak semua memiliki kegunaan yang 
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sama, dan beberapa persyaratan tertentu dapat mempengaruhi 
keberhasilan penggunaan masing-masing pendekatan. (Dikutip dari 
Bryson, 2007: 12-13) 
c. Konsep Manajemen Strategis 
“Strategic management can be defined as the art and sciense 
of formulating, implementating, and evaluating cross-
functional decision that enable an organizations to achieve it 
objective”. (F.R. David, 1998:5) 
 
Manajemen strategis dapat digambarkan sebagai ilmu 
pengetahuan dan seni perumusan, menerapkan, dan mengevaluasi 
keputusan-keputusan yang lintas fungsional organisasi untuk 
mencapai sasarannya. Dari definisi tersebut berimplikasi, manajemen 
strategis memfokuskan diri pada pengintegrasian (penyatuan) 
manajemen, pembukuan atau keuangan, produksi, pemasaran, riset 
dan pengembangan untuk mencapai sukses organisasi. 
“The strategic management process consist of three stages, 
strategy formulating, strategy implementating, strategy 
evaluating”. “Strategy formulating inclundes developing a 
bussines mission, identifying an organizational opportunities 
and threats, determining internal strengths and weaknesses, 
establishing long-term objectives, generating alternatif 
strategic, and choosing partikular strategies to pursue” (F.R. 
David, 1998:5) 
 
Dalam manajemen strategis terdapat tiga tingkatan yang 
meliputi; perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi 
strategi. Perumusan strategi meliputi mengembangkan suatu misi, 
mengidentifikasi suatu ancaman dan peluang eksternal organisasi, 
menentukan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan sasaran 
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jangka panjang, mengembangkan alternatif strategi, dan memilih 
strategi partikular untuk mencapai sasaran. 
Sedangkan Manajemen Strategis menurut Hadari Nawawi 
adalah: 
“Manajemen Strategis adalah perencanaan berskala besar 
(disebut perencanaan strategis) yang berorientasi pada 
jangkauan masa depan yang jauh (disebut visi) dan ditetapkan 
sebagai keputusan manajemen puncak (keputusan yang bersifat 
mendasar dan principal) agar memungkinkan organisasi 
berinteraksi secara efektif (disebut misi), dalam usaha 
menghasilkan barang dan jasa serta pelayanan yang 
berkualitas, dengan diarahkan pada optimalisasi pencapaian 
tujuan (disebut tujuan strategik) dan berbagai sasaran (tujuan 
operasional) organisasi.” (Hadari Nawawi, 2002: 149) 
 
Hadari Nawawi (2002: 149-150), menuliskan bahwa 
manajemen strategis merupakan suatu sistem yang sebagai satu 
kesatuan memiliki berbagai komponen yang saling berhubungan dan 
saling mempengaruhi, dan bergerak secara serentak (bersama-sama) 
ke arah yang sama pula. Komponen pertama adalah perencanaan 
strategis dengan unsur-unsurnya sasaran atau tujuan operasional, 
pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen berupa fungsi 
pengorganisasian, fungsi pelaksanaan dan fungsi penganggaran, 
kebijaksanaan situasional, jaringan kerja (network) internal dan 
eksternal, fungsi kontrol dan evaluasi serta umpan balik.  
d. Implementasi Strategi 
Implementasi strategi menurut pendapat Hadari Nawawi, 
terdiri dari langkah-langkah: sasaran operasional, program/proyek 
tahunan, kebijakan situasional, jaringan kerja internal dan eksternal, 
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pengorganisasian, pelaksanaan (actuating), penganggaran, dan 
pengawasan. (2002: 149-150) 
Sedangkan, implementasi strategi menurut Hunger & Wheelen 
adalah proses dimana manajemen mewujudkan strategi dan 
kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program, 
anggaran, dan prosedur. (2006: 17) Lebih lanjut dituliskan bahwa 
program, anggaran dan prosedur hanyalah bentuk rencana yang 
disusun lebih mendetail yang pada akhirnya membawa pada  
implementasi strategi yang telah dibuat. Proses manajemen strategis 
secara keseluruhan mencakup beberapa jenis aktivitas krusial yang 
berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasikan strategi: 
pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. ( 
2006: 304) 
Maka dapat disimpulkan bahwa secara garis besar 
implementasi strategi mencakup 2 unsur pokok/utama, yaitu: 
1) Pengembangan strategi dalam program/proyek tahunan, anggaran, 
dan prosedur 
Program adalah pernyataan aktivitas-aktivitas atau langkah-
langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan perencanaan sekali 
pakai. Operasional program biasanya ditetapkan dalam bentuk 
proyek/kegiatan. Anggaran adalah program yang dinyatakan 
dalam bentuk satuan uang, setiap program akan dinyatakan secara 
rinci dalam biaya, yang dapat digunakan oleh manajemen untuk 
merencanakan dan mengendalikan. Prosedur adalah sistem 
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langkah-langkah atau teknik-teknik yang berurutan yang 
menggambarkan secara rinci bagaimana suatu tugas atau 
pekerjaan diselesaikan. 
2) Pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen 
Fungsi-fungsi manajemen menurut G. R. Terry adalah terdiri dari 
planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 
(penggerakan), dan controlling (pengawasan). 
e. Pengawasan dan evaluasi  
Pengertian pengawasan menurut Sondang P. Siagian (1983: 135) 
adalah sebagai berikut: 
“Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan 
seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua 
pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai rencana yang 
telah ditentukan sebelumnya”. 
Menurut Hunger & Wheelen, pengendalian/kontrol adalah proses 
membandingkan kinerja aktual organisasi dengan kinerja yang telah 
ditetapkan dan memberikan umpan balik yang diperlukan bagi pihak 
manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil yang diperoleh dan 
mengambil tindakan perbaikan bila diperlukan. (2006: 384) 
Pendapat lain mengenai pengawasan menurut G. R. Terry dalam 
Winardi adalah sebagai berikut: 
“Pengawasan berarti mendeterminasikan apa yang telah 
dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan 
apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga 
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hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana. (Winardi: 1986: 
395) 
 
Evaluasi strategi menurut David mencakup 3 kegiatan dasar yaitu 
(1) mengkaji landasan strategi perusahaan, (2) membandingkan hasil 
yang diharapkan dengan kenyataan, dan (3) mengambil tindakan 
korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. (Fred 
R. David, 2004: 424) 
Jadi dapat disimpulkan, pengawasan yang mempunyai pengertian 
mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan dan memastikan bahwa apa 
yang dilaksanakan nantinya berjalan sesuai dengan rencana. 
 
C. Kerangka pemikiran 
Dalam kerangka pemikiran ini akan dijelaskan mengenai alur 
berpikir yang digunakan di dalam penelitian ini. Karangka berpikir ini diawali 
dari keberadaan BPT Kabupaten Sragen dalam beberapa tahun terakhir ini 
yang dihadapkan pada hambatan – hambatan dan tantangan – tantangan 
eksternal berupa stabilitas ekonomi, politik, sosial - budaya, hukum, 
menurunnya kesadaran masyarakat dalam mengurus perizinan maupun non 
perizinan, tantangan globalisasi dengan tingkat perubahan yang cepat dan 
penuh dengan ketidakpastian yang tinggi serta otonomi daerah dengan tingkat 
pembiayaan pembangunan yang cukup besar. Dengan adanya tantangan dan 
hambatan-hambatan tersebut maka diperlukan adanya perencanaan strategis, 
dimana perencanaan strategis ini akan menghasilkan kebijakan-kebijakan 
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yang akan diambil oleh BPT sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas 
pelayanan pada masyarakat / pelanggan. Kebijakan- kebijakan ini kemudian 
menjadi acuan untuk program-program yang dibuat dan yang akan 
dilaksanakan oleh BPT Kabupaten Sragen dalam upayanya meningkatkan 
kualitas pelayanan publik sesuai yang diharapkan masyarakat sebagai 
pengguna jasa. Kemudian dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program-
program yang telah ditetapkan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan 
publik untuk mengetahui apakah pelaksanaannya sesuai dengan program 
yang telah ada, serta mengetahui hasil dan hambatan-hambatan yang dihadapi 
dalam pelaksanaan program-program peningkatan kualitas pelayanan 
tersebut. 
Gambar II.1 
Bagan Kerangka Pemikiran 
                                                              
                                                    Feed back (umpan balik)                                                                                  
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D. Metodologi Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan jenis 
penelitian deskriptif kualitatif, sebab penelitian ini berusaha untuk 
mengungkapkan suatu fakta atau realita fenomena sosial tertentu 
sebagaimana adanya dan memberikan gambaran secara obyektif tentang 
keadaan atau permasalahan yang mungkin dihadapi. Ini berarti jenis 
penelitian ini dimaksudkan untuk menerangkan, menggambarkan, 
melukiskan suatu fenomena yang ada untuk memecahkan suatu masalah. 
Data yang terkumpul selain dipaparkan juga dianalisa sesuai dengan apa 
yang ditemui di lapangan. Hasil penelitian nantinya dituangkan dalam 
bentuk kalimat – kalimat, kutipan, catatan – catatan, dan tidak 
mengutamakan angka – angka. 
Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mendeskripsikan 
secara mendalam tentang upaya Badan Perijinan Terpadu (BPT) 
Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik. 
2. Lokasi Penelitian 
Penelitian ini mengambil lokasi di Badan Perijinan Terpadu (BPT) 
Kabupaten Sragen. Peneliti memilih lokasi tersebut dengan alasan : 
a. BPT Kabupaten Sragen mempunyai masalah mengenai masih 
banyaknya masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk 
mengurus perijinan publik dikarenakan anggapan bahwa mengurus 
perijinan sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama 
43 
 
b. Adanya ketertarikan penulis mengenai bagaimana upaya BPT 
Kabupaten Sragen dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan 
publik. 
c. Memudahkan peneliti untuk memperoleh data dan menjangkau lokasi 
tersebut. 
3. Jenis Data 
Data dan informasi yang paling penting untuk dikumpulkan dan 
dikaji dalam penelitian ini sebagian besar berupa data kualitatif. Informasi 
tersebut akan digali dari beragam sumber data, dan jenis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah : 
a. Data Primer, yaitu data yang yang langsung didapatkan dari 
sumbernya melalui wawancara dan observasi. 
b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari data-data yang telah ada 
yang sumbernya berupa dokumen atau arsip-arsip penting. Data ini 
berfungsi untuk melengkapi dalam menganalisa serta untuk 
memperkuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian. 
4. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Dalam penelitian ini observasi yang dilakukan peneliti adalah 
observasi tak berperan dimana peneliti sama sekali kehadirannya 
dalam melakukan observasi tidak diketahui oleh subjek yang diamati. 
Pengamatan semacam itu (non interaktif) selain dilakukan pada 
aktivitas sebenarnya bisa juga dilakukan dengan mengamati benda-
benda yang terlibat dalam aktivitas. (H.B. Sutopo, 2002:65) 
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b. Wawancara 
Peneliti juga akan menggunakan teknik wawancara dalam 
pengumpulan data. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara 
tidak terstruktur atau sering disebut sebagai teknik wawancara 
mendalam (in-depth interviewing). Dengan demikian wawancara 
dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat “open ended” dan 
mengarah pada kedalaman informasi. Hal ini dilakukan guna 
menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang 
sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalian informasi 
secara lebih jauh dan mendalam. Sehingga subjek yang diteliti 
posisinya lebih berperan sebagai informan daripada sebagai 
responden. (H.B. Sutopo, 2002:58).  
Informan dalam penelitian ini adalah Sebagai berikut : 
1. Bapak Tugiono, SH selaku ketua BPT Kabupaten Sragen 
2. Ibu Dhian Setyo Handayani, SSTP, selaku Kasubag Perencanaan, 
Evaluasi, dan Pelaporan BPT Kabupaten Sragen  
3. Bapak Erwan Aditya S, SH, Selaku Kasubid Informasi, 
Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan  BPT Kabupaten Sragen. 
4. Bapak Sugianto, selaku staf BPT Kabupaten Sragen 
5. Serta masyarakat pengguna jasa BPT Kabupaten Sragen. 
c. Dokumentasi 
Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh mencatat data-
data yang berkaitan dengan obyek penelitian yang diambil dari 
beberapa sumber demi kesempurnaan penganalisaan. Data tersebut 
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berupa buku-buku, arsip-arsip, tabel-tabel, dan bahan-bahan 
dokumentasi lainnya yang  bermanfaat sebagai sumber data. 
5. Teknik Penarikan Sampel 
Pada penelitian ini pengambilan sampel dilakukan dengan 
menggunakan purposive sampling. Dalam purposive sampling ini peneliti 
mempunyai kecenderungan untuk memilih informan yang dianggap 
mengetahui informasi dan permasalahannya secara mendalam dan dapat 
dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap. Dalam pelaksanaan 
pengumpulan data, pilihan informan dapat berkembang sesuai dengan 
kebutuhan dan kemantapan peneliti dalam memperoleh data. (H.B. 
Sutopo, 2002:56). 
6. Validitas Data 
Untuk menjamin validitas data yang akan diperoleh dalam penelitian 
ini maka akan dilakukan secara triangulasi data. Cara ini mengarahkan 
peneliti agar didalam mengumpulkan data, wajib menggunakan beragam 
sumber data yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan 
lebih mantap kebenaranya bila digali dari beberapa sumber data yang 
berbeda. Dengan demikian apa yang diperoleh dari sumber yang satu, bisa 
lebih teruji kebenarannya bilamana dibandingkan dengan data sejenis 
yang diperoleh dari sumber yang berbeda. (H.B. Sutopo, 2002:79). 
7. Teknik Analisis Data 
Dalam proses analisis data terdapat tiga komponen utama yang saling 
berkaitan serta menentukan hasil akhir analisis, tiga komponen tersebut 
adalah:  
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a. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan komponen pertama dalam analisis yang 
mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang 
tidak penting, dan mengatur sedemikian rupa sehingga kesimpulan 
penelitian dapat dilakukan. 
b. Sajian Data 
Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi 
dalam bentuk narasi, aklimat, matriks, gambar/skema, tabel maupun 
grafik yang disusun secara logis dan sistematis sehingga lebih mudah 
dilihat, dibaca, dan dipahami yang mempermudah dilakuakn 
penarikan kesimpulan. 
c. Penarikan Simpulan dan Verifikasi  
Dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami arti dari 
berbagai data yang diperoleh. Simpulan akhir baru akan diperoleh 
setelah proses pengumpulan data berakhir. Agar cukup mantap dan 
benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, setelah penarikan 
kesimpulan perlu verifikasi. Pada dasarnya makna data harus diuji 
validitasnya supaya simpulan penelitian menjadi lebih kokoh dan 
dapat dipercaya. (Dikutip dari H.B. Sutopo, 2002:91-93). 
 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
BAB III 
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN 
 
A. Sejarah Berdirinya BPT Kabupaten Sragen 
Pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan publik 
menuju Pelayanan Prima lebih ditekankan pada fokus perhatian (Focus of 
interest), sehingga yang dapat dilakukan yaitu penyiapan sumber daya aparatur 
yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan berstandar 
Pelayanan Prima. Menghadapi tantangan dan peluang dalam pelayanan 
diperlukan suatu pencerahan yang memberikan paradigma bahwa pelayanan 
bukan hanya persoalan fisik (front liner) saja, melainkan juga bersifat visioner 
dan missioner yang mampu membawa Bangsa ini kemasa depan yang ideal.  
Dituangkannya Pelayanan Prima dalam visi dan misi Nasional Bangsa 
Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima 
aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat 
diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah 
dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Pelayanan Prima kepada 
masyarakat tersebut tertuang dalam: 
a. Keputusan Menpan Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata laksana 
Pelayanan Umum. 
b. INPRES  Nomor 1 Tahun 1995 tentang Kualitas Pelayanan Aparatur 
Pemerintah Kepada Masyarakat. 
c. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, dimana 
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pada Pasal 12 menyebutkan bahwa agar diupayakan mewujudkan sistem 
pelayanan satu atap secara bertahap.   
d. Surat Edaran Menkowasbangpan Nomor 56/MK.WASPAN/6/1998, antara 
lain menyebutkan bahwa langkah-langkah perbaikan mutu pelayanan 
masyarakat diupayakan dengan menerapkan pola pelayanan terpadu (satu 
atap dan satu pintu) bagi unit-unit kerja kantor pelayanan yang terkait 
dalam proses atau menghasilkan suatu produk pelayanan.    
e. Surat Menko Wasbangpan No.145 / MK / Waspan / 3/1999 tentang 
Peningkatan kualitas pelayanan. 
f. SE mendagri No. 503/12/PUOD/1999. 
g. Garis–Garis Besar Haluan Negara Republik Indonesia Tahun 1999  Bab 
III.  
h. Keputusan Menpan No.63/Kep/M.Pan/7/2003. 
i. KEPMENPAN No.KEP/24/M.PAN/2004 Tentang Pedoman umum 
penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi 
Pemerintah. 
j. KEPMENPAN No.KEP/26/M.PAN/2004 Tentang petunjuk teknis 
Transparansi dan Akuntabilitas dalam penyelenggaraan  Pelayanan Publik. 
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi 
adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang 
semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, 
keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada 
masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonomi daerah. Sehubungan 
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dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk 
Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dengan Keputusan Bupati Sragen Nomor 17 
Tahun 2002  tanggal 24 Mei 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 
Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, sedangkan operasional secara 
resmi dilaksanakan  pada tanggal 1 Oktober 2002 oleh Bupati Sragen. 
Kebijakan ini didukung sepenuhnya oleh legislatif melalui surat Ketua DPRD 
Kabupaten Sragen Nomor 170/288/15/2002 tangggal 27 September 2002 
perihal Persetujuan Operasional UPT Kabupaten Sragen.  
 Adapun penyempurnaan dari kelembagaan Badan Perijinan Terpadu 
Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut : 
1. Pada tahun 2003 melalui Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2003 UPT 
dirubah menjadi Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) Kabupaten Sragen. 
2. Guna peningkatan kualitas pelayanan dan untuk memudahkan koordinasi 
dengan para stakeholder, maka pada tanggal 20 Juli tahun 2006 
ditetapkanlah Peraturan Daerah No.6 Tahun 2006 tentang status KPT yang 
ditingkatkan menjadi Badan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen. 
3. Pada tanggal 23 Juli Tahun 2007  telah ditetapkan Peraturan Pemerintah 
Nomor 41 Tahun 2007 tentang SOTK Daerah. 
4. Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata 
kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah.  
Sebagai penyempurna Langkah kerja maka Kabupaten Sragen menetapkan 
peraturan daerah nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tatakerja 
lembaga teknis daerah Kabupaten Sragen, salah satunya mengatur tentang 
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pembentukan lembaga pelayanan terpadu dengan nomenklatur Badan Perijinan 
Terpadu. 
 
B. Visi, Misi dan Tujuan BPT Kabupaten Sragen 
1. Visi BPT Kabupaten Sragen 
Visi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen adalah “Unggul Dalam 
Kualitas Pelayanan Dan Profesional, Menuju Layanan Kelas Dunia“ 
2. Misi BPT Kabupaten Sragen 
Adapun  Misi Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen adalah sebagai 
berikut : 
a. Meningkatkan kualitas pelayanan perijinan dan non perijinan kepada 
masyarakat. 
b. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui 
pelayanan perijinan dan non perijinan. 
c. Meningkatkan citra aparatur pemerintah dengan memberikan 
pelayanan yang mudah, cepat, aman, transparan, nyaman, ramah dan 
pasti. 
d. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Sumber Daya 
Manusia (SDM) di bidang pelayanan perijinan dan non perijinan. 
3. Tujuan BPT Kabupaten Sragen 
Tujuan dari pendirian BPT Kabupaten Sragen antara lain:  
a. Mewujudkan pelayanan prima 
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b. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja aparatur Pemerintah 
Kabupaten Sragen, khususnya yang terlibat langsung dengan pelayanan 
masyarakat. 
c. Mendorong kelancaran pemberdayaan ekonomi masyarakat, yang pada 
gilirannya masyarakat dapat terdorong untuk ikut berpartisipasi aktif 
dalam berbagai kegiatan pembangunan. 
 
C. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi BPT Kabupaten Sragen 
1. Kedudukan BPT Kabupaten Sragen. 
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen BPT 
Kabupaten Sragen merupakan LTD (Lembaga Teknis Daerah) yang 
berbentuk Badan, dipimpin oleh seorang Kepala BPT yang berada dibawah 
dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  
2. Tugas Pokok BPT Kabupaten Sragen. 
Dalam upaya mencapai tujuan, dengan mengacu kepada visi dan misi 
sebagaimana disebutkan di atas BPT Kabupaten Sragen mempunyai tugas 
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 
perijinan terpadu. 
3. Fungsi BPT Kabupaten Sragen 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Badan Perijinan 
Terpadu menyelenggarakan fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis perijinan; 
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b. pengkoordinasian penyusunan teknis perijinan; 
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perijinan; 
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 
 
D. Struktur Organisasi BPT Kabupaten Sragen 
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen No. 15 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, 
susunan organisasi BPT Kabupaten Sragen saat ini terdiri sebagai berikut : 
1. Kepala Badan 
Tugas dari Kepala Badan adalah melaksanakan sebagian  tugas Pemerintah 
daerah Kabupaten Sragen di bidang pelayanan terpadu yang meliputi 
perijinan dan non perijinan, yang dapat diuraikan sebagai berikut : 
- Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pelayanan terpadu. 
- Penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan 
terpadu. 
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 
2. Sekretariat 
Tugas dari bagian Sekretariat adalah pelaksanaan pelayanan administrasi di 
lingkungan Badan Pelayanan Terpadu, yang meliputi : 
- Penyelenggaraan koordinasi program kerja dan pengelolaan 
Kepegawaian,  keuangan,  rumah tangga dan perlengkapan 
dilingkungan Badan Pelayanan Terpadu  ; 
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- Penyelenggaraan dan pengelolaan Data Kepegawaian ; 
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan 
Terpadu sesuai dengan bidang tugasnya. 
Di bagian Sekretariat terdapat tiga Sub Bagian, yaitu : 
a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian 
b. Sub Bagian Keuangan 
c. Sub Bagian Penyusunan Program 
3. Bidang Pelayanan dan Pengaduan 
Tugas dari Bidang Pelayanan dan Pengaduan dapat diuraikan sebagai 
berikut : 
- Perumusan kebijakan teknis dibidang pelayanan 
- Menerima permohonan pelayanan bukan ijin, mengecek kelengkapan 
persyaratan administrasi 
- Memproses penyelesaian dokumen bukan ijin 
- Perumusan kebijakan teknis dibidang bina program dan informasi 
- Pengumpulan, pengolahan data menjadi informasi 
- Pengembangan sistem 
- Pelayanan informasi dan pengaduan 
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Terpadu 
sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
Bidang ini terdapat dua Sub Bidang, yaitu : 
a. Sub Bid. Pelayanan KTP, KK dan Akta Capil 
b. Sub Bid. Informasi Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan 
4. Bidang Perijinan Jasa Usaha 
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Uraian tugas dari Bidang Perijinan Jasa Usaha adalah sebagai berikut : 
- Perumusan kebijakan teknis perijinan Jasa Usaha koordinasi dengan 
dinas / instansi terkait  
- Penerimaan permohonan perijinan Jasa Usaha ,mengecek kelengkapan 
administrasi dan persyaratan teknis sesuai aturan yang berlaku  
- Penetapan SKPD / SKRD dan memproses surat keputusan  
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan 
Terpadu sesuai dengan bidang tugasnya. 
Pada Bidang ini terdapat dua Sub Bidang, yaitu : 
a. Sub Bid. Perijinan Indagkop dan Reklame, mempunyai tugas 
melaksanakan di bidang perijinan Indakop dan Reklame yang meliputi 
penerimaan, permohonan, mengecek, memproses perijinan atau 
dokomen lain dan menyerahkan kepada pemohon. 
b. Sub Bid. Perijinan Pertanian, Perhubungan, Pariwisata, SIUJK, K3, 
mempunyai tugas melaksanakan di bidang Perijinan Pertanian, 
Perhubungan, Pariwisata, SIUJK dan K3 yang meliputi penerimaan 
permohonan, mengecek, memproses perijinan atau dokumen lain dan 
menyerahkan kepada pemohon. 
 
5. Bidang Perijinan Tertentu 
Pada bagian Bidang Perijinan Tertentu uraian tugasnya adalah sebagai 
berikut : 
- Perumusan kebijakan teknis perijinan Tertentu koordinasi dengan dinas 
/ instansi terkait ; 
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- Penerimaan permohonan perijinan Tertentu, mengecek kelengkapan 
administrasi dan persyaratan teknis sesuai aturan yang berlaku  
- Penetapan SKPD / SKRD dan memproses surat keputusan  
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pelayanan 
Terpadu sesuai dengan bidang tugasnya 
Pada bagian ini terdapat dua Sub Bagian, yaitu : 
a. Sub Bid. Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO, mempunyai tugas 
melaksanakan tugas dibidang perijinan Prinsip, Lokasi, IMB dan HO 
yang meliputi penerimaan permohonan, mengecek, memproses 
perijinan atau dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon. 
b. Sub Bid. Perijinan Pendidikan, dan Kesehatan, mempunyai tugas 
melaksanakan tugas dibidang perijinan kesehatan dan pendidikan yang 
meliputi penerimaan permohonan, mengecek, memproses perijinan atau 
dokumen lain dan menyerahkan kepada pemohon. 
6. Bidang Penanaman Modal 
Bidang Penanaman Modal mempunyai uraian tugas sebagai berikut: 
- Perencanaan dan penyusunan program lingkup  informasi penanaman 
modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; 
- Penyusunan petunjuk teknis lingkup informasi penanaman modal dan 
promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama investasi; 
- Pelaksanaan lingkup  informasi penanaman modal dan promosi daerah 
serta bina potensi dan kerjasama investasi; dan 
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- Monitoring, evaluasi dan pelaporan  pelaksanaan lingkup  informasi 
penanaman modal dan promosi daerah serta bina potensi dan kerjasama 
investasi. 
Pada bagian ini terdapat dua Sub Bagian, yaitu : 
a. Sub Bid. Perencanaan dan Promosi 
b. Sub Bid. Kerjasama dan Pengawasan 
7. Kelompok Jabatan Fungsional 
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jabatan Fungsional adalah 
kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak 
seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan 
tertentu serta bersifat mandiri. 
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Gambar II.1 
Bagan Struktur Organisasi BPT Kabupaten Sragen 
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E. Keadaan Kepegawaian BPT Kabupaten Sragen 
BPT Kabupaten Sragen merupakan lembaga pemerintah yang 
berwenang mengurusi pelayanan non-perijinan dan perijinan publik, sehingga 
diperlukan adanya Sumber daya Manusia (SDM) yang berkualitas. Untuk 
memperlancar kegiatan organisasi dibutuhkan pegawai yang dapat mendukung 
seluruh proses kegiatan organisasi. Seperti juga pada BPT Kabupaten Sragen 
yang dalam menjalankan kegiatannya tidak terlepas dari peranan dan aktivitas 
pegawainya yang disesuaikan dengan latar belakang pendidikan maupun 
keahlian yang dimilikinya. Saat ini jumlah pegawai BPT Kabupaten Sragen 
adalah sebanyak 44 orang, untuk melayani 69 jenis layanan. Pegawai-pegawai 
tersebut direkrut berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, 
sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan ditangani. 
Keadaan pegawai BPT Kabupaten Sragen menurut tingkat pendidikannya dapat 
dilihat sebagai berikut : 
Tabel III.1 
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 
No 
Tingkat 
Pendidikan 
Jumlah Prosentase 
(%) 
1 
2 
3 
4 
Strata II 
Strata I 
Diploma III 
SLTA 
9   Orang 
25 Orang 
3   Orang 
 7   Orang 
24 
58 
8 
10 
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J U M L A H 44 Orang 100 
Sumber : BPT Kabupaten Sragen 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan yang paling 
banyak dimiliki pegawai di BPT Kabupaten Sragen adalah tingkat pendidikan 
S1, yaitu sebanyak 25 orang. Untuk jumlah pegawai dengan tingkat pendidikan 
S2 ada 9 orang, sedangkan D3 ada 3 orang, dan SLTA ada 7 orang. Tidak ada 
pegawai dari tingkat pendidikan SLTP dan SD, dengan demikian dapat 
dikatakan bahwa tingkat pendidikan pegawai di BPT Kabupaten Sragen cukup 
tinggi. 
Sedangkan jabatan struktural terdiri Eselon II Kepala BPT, Eselon III : 
Sekretaris, Kepala Bidang Pelayanan Umum dan Pengaduan, Kepala Bidang 
Perijinan Jasa Usaha dan Kepala Bidang Perijinan Tertentu, dan Kepala Bidang 
Penanaman Modal sedangkan Eselon IV terdiri: Kepala Sub Bagian Umum dan 
kepegawaian, Kepala Sub Bagian Keuangan, Kepala Sub Bagian Perencanaan, 
evaluasi dan pelaporan, Kepala Sub Bidang Pelayanan KTP KK dan Akte 
Capil, Kepala Sub Bidang Informasi Dokumentasi dan Penanganan Pengaduan, 
Kepala Sub Bidang Perijinan Indakop dan Reklame, Kepala Sub Bidang 
Perijinan Pertanian Perhubungan Pariwisata SIUJK K3, Kepala Sub Bidang 
Perijinan Prinsip Lokasi IMB dan HO, Kepala Sub Bidang Perijinan Pendidikan 
dan Kesehatan, Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Promosi, Kepala Sub 
bidang Kerjasama dan Pengawasan. Dengan kondisi pegawai yang ada, BPT 
Kabupaten Sragen dapat memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada 
masyarakat. 
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F. Jenis Pelayanan 
Jenis layanan yang ditugaskan kepada BPT terdiri dari Pelayanan Perizinan  dan 
pelayanan non perizinan. Adapun jenis-jenis pelayanan selengkapnya dapat 
dilihat pada tabel sebagai berikut : 
1. Pelayanan Perijinan 
Tabel III.2 
Jenis Pelayanan Perijinan BPT Kabupaten Sragen 
NO JENIS  PELAYANAN PERIZINAN 
WAKTU 
PENYELESAIAN 
1.  Izin Prinsip 10 hari kerja   
2.  Izin Lokasi 10 hari kerja 
3.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 hari kerja 
4.  Izin  Gangguan  & Izin Tempat Usaha (HO/ 
ITU) 
6 hari kerja 
5.  Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari kerja 
6.  Izin Usaha Industri (IUI) 5 hari kerja 
7.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 hari kerja 
8.  Tanda Daftar Industri (TDI) 3 hari kerja 
9.  Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 6 hari kerja 
10.  Izin Usaha Rumah Makan 5 hari kerja 
11.  Izin Usaha Salon Kecantikan 4 hari kerja 
12.  Izin Usaha Hotel   10 hari kerja 
13.  Biro/ Agen Perjalanan Wisata 8 hari kerja 
14.  Izin Pondok Wisata 8 hari kerja 
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15.  Izin Penutupan Jalan 2 hari kerja 
16.  Pajak Reklame  1 hari kerja 
17.  Izin Usaha Huller 6 hari kerja 
18.  Izin Praktek bersama Dokter umum/Gigi 5 hari kerja 
19.  Izin Pendirian Rumah Bersalin 10 hari kerja 
20.  Izin Pendirian Balai Pengobatan 10 hari kerja 
21.  Ijin Praktek Dokter Spesialis 3 hari kerja 
22.  Izin praktek dokter umum / gigi 3 hari kerja 
23.  Izin Praktek Bidan 3 hari kerja 
24.  Izin Praktek Perawat 3 hari kerja 
25.  Izin Pendirian Apotik 5 hari kerja 
26.  Izin Pendirian Optik 5 hari kerja 
27.  Izin Praktek tukang gigi 2 hari kerja 
28.  Izin Pendirian Toko Obat 5 hari kerja 
29.  Izin Pengobatan Tradisional  3 hari kerja 
30.  Izin Produksi Makanan & Minuman 3 hari kerja 
31.  Rekomendasi Pendirian RS. Swasta 3 hari kerja 
32.  Rekomendasi Pendirian Pusat Kebugaran 3 hari kerja 
33.  Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan 3 hari kerja 
34.  Rekomendasi Pendirian Lembaga 
Pendidikan 
5 hari kerja 
35.  Rekomendasi Praktek Bersama Dokter 
Spesialis 
3 hari kerja 
36.  Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari kerja 
62 
 
37.  Perijinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak 
untuk setiap Ketel 
6 hari kerja 
38.  Perijinan Penggunaan bejana Uap /Pemanas 
Air  atau ekonomiser yang berdiri 
sendiri/penguapan 
 
6 hari kerja 
39.  Perijinan penggunaan Bejana tekan 6 hari kerja 
40.  Perijinan botol baja 6 hari kerja 
41.  Perijinan Penggunaan Pesawat Angkat dan 
Angkut 
6 hari kerja 
42.  Perijinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan 
Produksi 
6 hari kerja 
43.  Perijinan Penggunaan Instalasi Kebakaran 6 hari kerja 
44.  Perijinan Penggunaan Instalasi Listrik 6 hari kerja 
45.  Perijinan Penggunaan Instalasi Penyalur 
Petir 
6 hari kerja 
46.  Ijin Trayek Tetap 6 hari kerja 
47.  Ijin Usaha Angkutan 6 hari kerja 
48.  Ijin Kursus 5 hari kerja 
49.  Ijin Usaha Peternakan 12 hari kerja 
50.  Ijin Pemotongan Hewan 12 hari kerja 
51.  Ijin Pendirian Keramba apung 12 hari kerja 
52.  Ijin Usaha Jasa Kontruksi 12 hari kerja 
53. Izin Praktek Asisten Apoteker 5 Hari Kerja 
54. Izin Praktek Perawat Gigi 5 Hari Kerja 
55. Izin Prakek Fisioterapis 5 Hari Kerja 
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56. Izin Praktek Refraksionis Optision 5 Hari Kerja 
57. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang 5 Hari Kerja 
58. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta 7 Hari Kerja 
59. Izin Pendirian Laboratorium 7 Hari Kerja 
Sumber :Profil BPT Kabupaten Sragen 2009 
2. Pelayanan Non Perijinan 
Tabel III.3 
Jenis Pelayanan Non Perijinan BPT Kabupaten Sragen 
NO JENIS  PELAYANAN NON PERIZINAN 
WAKTU 
PENYELESAIAN 
1 Kartu Keluarga (KK)   Kec. Sragen   1 hari kerja 
2 Kartu Penduduk (KTP) Kec. Sragen   1 hari kerja 
3 Pelayanan Akte Kelahiran  5 hari kerja 
4 Pelayanan Akte Kematian 2 hari kerja 
5 Pelayanan Akte Pengangkatan Anak 2 hari kerja 
6 Pelayanan Akte Pengakuan dan Pengasuhan 
Anak (Khusus WNI Keturunan)  
2 hari kerja 
7 Pelayanan Akte Perubahan/ Ganti Nama   2 hari kerja 
8 Pelayanan Akte Perkawinan  2 hari kerja 
9 Pelayanan Akte Perceraian  2 hari kerja 
10 Pelayanan informasi dan pengaduan  
Sumber :Profil BPT Kabupaten Sragen 2009 
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G. Jadwal Kerja BPT Kabupaten Sragen 
Jadwal kerja di BPT Kabupaten Sragen pada umumnya sama dengan 
unit-unit kerja lain yang terdapat di lingkungan Kabupaten Kota Sragen yaitu 
dari hari Senin hingga Sabtu, dengan rincian sebagai berikut : 
Tabel III.4 
 Jadwal Kerja BPT Kabupaten Sragen 
Hari Jam Kerja Seragam 
Senin 07.30 – 14.30 Kemeja biru muda lengkap dengan 
dasi (pria) atau blezer (wanita) 
Selasa  07.30 – 14.30 Kemeja biru tua lengkap dengan dasi 
(pria) atau blezer (wanita) 
Rabu  07.30 – 14.30 Kemeja kuning lengkap dengan dasi 
(pria) atau blezer (wanita) 
Kamis  07.30 – 14.30 Kemeja merah bata lengkap dengan 
dasi (pria) atau blezer (wanita) 
Jumat  07.00 – 11.00 Pakaian olahraga bebas 
Sabtu  07.30 – 13.00 Seragam Batik Sukowati 
Sumber : BPT Kabupaten Sragen Tahun 2010 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Perencanaan Program BPT Kabupaten Sragen 
Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen mempunyai tugas 
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang 
pelayanan terpadu baik berupa perijinan maupun non perijinan untuk 
masyarakat maupun pelanggan. Sebagaimana yang tertuang pada Peraturan 
Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2006, tugas dan fungsi BPT 
Kabupaten Sragen adalah antara lain merumuskan kebijakan teknis dibidang 
pelayanan terpadu, baik untuk masyarakat maupun aparatur / pegawai. 
Didirikannya BPT Kabupaten Sragen dengan maksud untuk 
menyelenggarakan Pelayanan Prima Perizinan dan Non perizinan dalam satu 
pintu (one stop service/OSS). Konsep pelayanan prima menjadi model yang 
diterapkan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pelayanan prima 
merupakan strategi mewujudkan budaya kualitas dalam pelayanan publik. 
Orientasi dari pelayanan prima adalah kepuasan masyarakat sebagai pengguna 
layanan. Upaya peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pelayanan prima 
mengandung makna menutup kesenjangan antara presepsi pemberi layanan dan 
pengguna layanan akan proses hasil layanan. Dalam prespektif pengguna 
layanan kriteria kualitas layanan meliputi murah, mudah, cepat dan tepat. Oleh 
sebab itu Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen sebagai pemberi layanan 
senantiasa mengupayakan pelayanan yang terjangkau lokasinya, mudah, tepat 
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dan cepat. Sedangkan pelayanan satu pintu (one stop service/OSS) yang 
diterapkan oleh BPT Kabupaten Sragen merupakan pola pelayanan publik yang 
dilakukan secara terpadu pada satu tempat sesuai dengan kewenangannya. 
Hal ini selain mempermudah masyarakat dalam mengurus perijinan 
maupun non perijinan diharapkan pula dapat  mendorong terciptanya iklim 
usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan investasi dalam rangka 
pemberdayaan ekonomi masyarakat  di Kabupaten Sragen. Dengan adanya 
Badan Perijinan Terpadu di Kabupaten Sragen diharapkan dapat  mempercepat 
upaya mensejahterakan rakyat Sragen, baik masyarakat maupun aparatur 
pemerintah. Melalui perluasan kesempatan di bidang usaha yang sifatnya dalam 
kegiatan mempermudah pelayanan kepada masyarakat, yang dilaksanakan 
mengarah pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat guna 
meningkatkan profesionalime pegawai dan masyarakat untuk mampu bekerja 
sebagai wirausaha yang mandiri. 
Sebagai salah satu contoh bahwa dengan OSS  pelayanan perijinan itu lebih 
efektif dan efisien dari segi prosedur, waktu dan biaya adalah misalnya pada 
perijinan IMB (Ijin Mendirikan Bangunan). Jika dilihat dari prosedur kerja BPT 
Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan perijinan IMB memerlukan jarak 
yang lebih pendek dan waktu yang lebih cepat. Pemohon mengajukan berkas 
permohonan perijinan diloket pelayanan sesuai dengan bidang perijinannya (IMB). 
Berkas permohonan perijinanakan disampaikan  kepada masing-masing 
Instansi/Unit Kerja Teknis dan diproses dengan melalui tahap: pemeriksaan berkas, 
ceking lokasi, evaluasi, penetapan biaya dan pengesahan surat perijinan oleh 
pejabat yang berwenang. Kemudian berkas yang telah disahkan diserahkan ke loket 
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pengambilan yang selanjutnya dapat diambil oleh pemohon ijin setelah membayar 
biaya retribusi sebesar yang telah ditetapkan. Untuk masalah biaya telah ditetapkan 
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 1998 tentang  
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Untuk masalah waktu, memang lebih 
cepat jika dibandingkan dengan perijinan yang tidak satu atap. Hal tersebut 
dikarenakan perijinan yang dilakukan satu atap proses pelayanannya dilakukan 
pada satu tempat saja, sehingga tidak banyak membuang waktu. Saat ini di BPT 
Kabupaten Sragen dalam setiap perijinan selalu memberikan perincian biaya 
yang jelas dan transparan. Selain itu, pemohon dapat melakukan tindakan 
seperti pengecekan, pemeriksaan, pengukuran dan complain kepada petugas 
jika biaya yang dikeluarkan tidak sesuai dengan peraturan yang ada. 
Untuk mencapai suatu pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan 
pasti serta konsisten, komprehensif dan sistematis, maka dibuatlah  perencanaan 
strategis (Renstra) oleh BPT Kabupaten Sragen guna memberi arah kebijakan 
dalam jangka waktu  5 tahun kedepan. Renstra yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah Renstra tahun 2006 – 2010 yang nantinya digunakan 
dalam menentukan isu-isu yang strategis, serta menentukan program-program 
dan strategi yang akan digunakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan 
publik. Renstra sendiri dibuat berdasarkan analisis isu – isu strategis dari faktor 
internal dan eksternal BPT Kab. Sragen. 
Adapun maksud disusunnya Renstra adalah untuk memberikan 
gambaran serta acuan terhadap arah kebijakan di bidang pelayanan sehingga 
dapat didukung oleh kebijakan sektor lainnya, mengingat masalah pelayanan 
bersifat lintas sektoral dan lintas wilayah. Sedangkan tujuan disusunnya Renstra 
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agar dapat ditetapkannya tahapan-tahapan kebijakan yang kemudian berbentuk 
program upaya peningkatan kualitas pelayanan publik demi tercapainya 
pelayanan  kepada masyarakat/pelanggan. Langkah kebijakan untuk 
mewujudkan tujuan dari BPT Kab. Sragen antara lain pembentukan 
kelembagaan, penentuan personalia, penentuan jenis pelayanan dan waktu 
penyelesaian, penyusunan mekanisme pelayanan, peningkatan kualitas 
pelayanan, pemantauan kepuasan pelanggan dan penanganan pengaduan / 
keluhan. Seperti yang diungkapkan oleh Bpk. Tugiono, SH (Sekretaris BPT 
Kabupaten Sragen): 
“Langkah-langkah kebijakan untuk menentukan program yang akan 
dilaksanakan oleh BPT Kabupaten Sragen berupa pembentukan 
kelembagaan, penentuan personalia, penentuan jenis pelayanan dan 
waktu penyelesaian, penyusunan mekanisme pelayanan, peningkatan 
kualitas pelayanan, pemantauan kepuasan pelanggan dan penanganan 
pengaduan/keluhan.” (wawancara tanggal 26 Juni 2010). 
 
1. Pembentukan Kelembagaan  
Salah satu kebijakan mendasar yang dilakukan oleh pemerintah 
Kabupaten Sragen demi terciptanya pelayanan publik yang berkualitas yaitu 
pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan menyangkut 
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan terutama para aparatur BPT 
Kabupaten Sragen, misalnya melakukan perombakan struktural dengan 
penambahan satuan kerja ad hoc, satuan kerja ini dibentuk atau 
dimaksudkan untuk salah satu tujuan saja yaitu untuk penyelenggaraan 
pelayanan perijinan dan non perijinan yang lebih efektif dan efisien. 
Kelembagaan satuan kerja ad hoc ini tidak masuk ke dalam struktur 
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birokrasi pemda tetapi mengemban fungsi yang justru menunjang 
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan lainnya agar lebih optimal.  
2. Penentuan Personalia 
Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada 
masyarakat maka diperlukan personil yang memadai. Pegawai-pegawai 
tersebut direkrut berdasarkan kompetensi pada bidangnya masing-masing, 
sehingga telah berpengalaman dan ahli dibidang pelayanan yang akan 
ditangani. Dengan demikian pegawai yang  ditugaskan di BPT telah 
dilakukan penilaian terhadap kinerjanya dan PDLT-nya (Prestasi, Dedikasi, 
Loyalitas, dan Tidak Tercela). Sedangkan sebagai dasar pelaksanaan tugas 
personil yang ditempatkan di Badan Perijinan Terpadu adalah Surat 
Penugasan Bupati Sragen Nomor 800/690–11/ 2002. 
3. Penentuan Jenis Pelayanan 
Jenis layanan yang ditugaskan kepada BPT terdiri dari Pelayanan 
Perizinan  dan pelayanan non perizinan. Ada 56 jenis perijinan dan 10 non 
perijinan yang dilayani oleh BPT Kabupaten Sragen. Berdasarkan 
Keputusan Bupati Sragen Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pelayanan Umum di Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen dan 
Keputusan Bupati Sragen Nomor 22a Tahun 2002 tentang Pelimpahan 
Sebagian Kewenangan Dibidang Perizinan Kepada Kepala Kantor 
Pelayanan Terpadu Kabupaten Sragen, bahwa dalam rangka untuk 
memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya dibidang 
perizinan dan mewujudkan   One Stop Service (OSS), maka perlu adanya 
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pelimpahan sebagian kewenangan dibidang perizinan kepada Kepala Badan 
Perijinan Terpadu. 
Adapun sebagian kewenangan yag dilimpahkan kepada Kepala BPT 
tersebut meliputi:  
1. Ijin Prinsip 
2. Izin Lokasi 
3. Izin Mendirikan Bangunan 
4. Izin Gangguan / Izin tempat usaha 
5. Surat Izin Usaha Perdagangan 
6. Izin Usaha Industri 
7. Tanda Daftar Perusahaan 
8. Tanda Daftar Industri 
9. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 
10. Izin Usaha Rumah Makan 
11. Izin Usaha Salon Kecantikan 
12. Izin Usaha Hotel Tanda Bunga Melati 
13. Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan  Wisata 
14. Izin Pondok Wisata 
15. Izin Penutupan Jalan 
16. Pajak Reklame 
17. Ijin usaha huller  
 Pada tahun 2004 ada penambahan izin perubahan status penggunaan 
tanah dan izin huller dengan SK Bupati. Pada Tahun 2005 ada penambahan 
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jenis perijinan baru sejumlah 35 jenis ijin, sesuai Peraturan Bupati Nomor 6 
Tahun 2005 yang meliputi : 
1. Izin Praktek bersama Dokter umum/Gigi 
2. Izin Pendirian Rumah Bersalin 
3. Izin Pendirian Balai Pengobatan 
4. Ijin Praktek Dokter Spesialis 
5. Izin praktek dokter umum / gigi 
6. Izin Praktek Bidan 
7. Izin Praktek Perawat 
8. Izin Pendirian Apotik 
9. Izin Pendirian Optik 
10. Izin Praktek tukang gigi 
11. Izin Pendirian Toko Obat 
12. Izin Pengobatan Tradisional  
13. Izin Produksi Makanan & Minuman 
14. Rekomendasi Pendirian RS. Swasta 
15. Rekomendasi Pendirian Pusat Kebugaran 
16. Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan 
17. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan 
18. Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Spesialis 
19. Tanda Daftar Gudang (TDG) 
20. Perijinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak untuk setiap Ketel 
21. Perijinan Penggunaan bejana Uap /Pemanas Air  atau ekonomiser yang 
berdiri sendiri/penguapan 
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22. Perijinan penggunaan Bejana tekan 
23. Perijinan botol baja 
24. Perijinan Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut 
25. Perijinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi 
26. Perijinan Penggunaan Instalasi Kebakaran 
27. Perijinan Penggunaan Instalasi Listrik 
28. Perijinan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir 
29. Ijin Trayek Tetap 
30. Ijin Usaha Angkutan 
31. Ijin Kursus 
32. Ijin Usaha Peternakan 
33. Ijin Pemotongan Hewan 
34. Ijin Pendirian Keramba apung 
35. Ijin Usaha Jasa Kontruksi 
Sedangkan pada tanggal 23 April 2007 Dinas Kesehatan Kabupaten 
Sragen melimpahkan kepada Badan Perijinan Terpadu Sragen 7 jenis 
perijinan kesehatan yang sebelumnya ditangani oleh Dinas kesehatan 
Kabupaten antara lain: 
1. Izin Praktek Asisten Apoteker 
2. Izin Praktek Perawat Gigi 
3. Izin Praktek Fisioterapis 
4. Izin Praktek Refraksionis optisio 
5. Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang 
6. Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta 
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7. Izin pendirian Laboratorium 
Dengan kewenangan tersebut Kepala BPT dapat segera memproses 
dan menandatangani 59 jenis perizinan yang dibutuhkan masyarakat, 
sehingga birokrasi lebih pendek, lebih efektif dan efisien. Adapun waktu 
penyelesaiannya adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.1 
Jenis Pelayanan Perijinan BPT Kabupaten Sragen 
NO 
JENIS  PELAYANAN PERIZINAN 
WAKTU 
PENYELESAIAN 
53.  Izin Prinsip 10 hari kerja   
54.  Izin Lokasi 10 hari kerja 
55.  Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 10 hari kerja 
56.  Izin  Gangguan  & Izin Tempat Usaha (HO/ ITU) 6 hari kerja 
57.  Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) 3 hari kerja 
58.  Izin Usaha Industri  (IUI) 5 hari kerja 
59.  Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3 hari kerja 
60.  Tanda Daftar Industri (TDI) 3 hari kerja 
61.  Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 6 hari kerja 
62.  Izin Usaha Rumah Makan 5 hari kerja 
63.  Izin Usaha Salon Kecantikan 4 hari kerja 
64.  Izin Usaha Hotel   10 hari kerja 
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65.  Biro/ Agen Perjalanan Wisata 8 hari kerja 
66.  Izin Pondok Wisata 8 hari kerja 
67.  Izin Penutupan Jalan 2 hari kerja 
68.  Pajak Reklame  1 hari kerja 
69.  Izin Usaha Huller 6 hari kerja 
70.  Izin Praktek bersama Dokter umum/Gigi 5 hari kerja 
71.  Izin Pendirian Rumah Bersalin 10 hari kerja 
72.  Izin Pendirian Balai Pengobatan 10 hari kerja 
73.  Ijin Praktek Dokter Spesialis 3 hari kerja 
74.  Izin praktek dokter umum / gigi 3 hari kerja 
75.  Izin Praktek Bidan 3 hari kerja 
76.  Izin Praktek Perawat 3 hari kerja 
77.  Izin Pendirian Apotik 5 hari kerja 
78.  Izin Pendirian Optik 5 hari kerja 
79.  Izin Praktek tukang gigi 2 hari kerja 
80.  Izin Pendirian Toko Obat 5 hari kerja 
81.  Izin Pengobatan Tradisional  3 hari kerja 
82.  Izin Produksi Makanan & Minuman 3 hari kerja 
83.  Rekomendasi Pendirian RS. Swasta 3 hari kerja 
84.  Rekomendasi Pendirian Pusat Kebugaran 3 hari kerja 
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85.  Rekomendasi Pendirian Salon Kecantikan 3 hari kerja 
86.  Rekomendasi Pendirian Lembaga Pendidikan 5 hari kerja 
87.  Rekomendasi Praktek Bersama Dokter Spesialis 3 hari kerja 
88.  Tanda Daftar Gudang (TDG) 5 hari kerja 
89.  Perijinan Penggunaan Ketel Uap, Minyak untuk setiap Ketel 6 hari kerja 
90.  Perijinan Penggunaan bejana Uap /Pemanas Air  atau 
ekonomiser yang berdiri sendiri/penguapan 
 
6 hari kerja 
91.  Perijinan penggunaan Bejana tekan 6 hari kerja 
92.  Perijinan botol baja 6 hari kerja 
93.  Perijinan Penggunaan Pesawat Angkat dan Angkut 6 hari kerja 
94.  Perijinan Penggunaan Pesawat Tenaga dan Produksi 6 hari kerja 
95.  Perijinan Penggunaan Instalasi Kebakaran 6 hari kerja 
96.  Perijinan Penggunaan Instalasi Listrik 6 hari kerja 
97.  Perijinan Penggunaan Instalasi Penyalur Petir 6 hari kerja 
98.  Ijin Trayek Tetap 6 hari kerja 
99.  Ijin Usaha Angkutan 6 hari kerja 
100.  Ijin Kursus 5 hari kerja 
101.  Ijin Usaha Peternakan 12 hari kerja 
102.  Ijin Pemotongan Hewan 12 hari kerja 
103.  Ijin Pendirian Keramba apung 12 hari kerja 
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104.  Ijin Usaha Jasa Kontruksi 12 hari kerja 
53 Izin Praktek Asisten Apoteker 5 Hari Kerja 
54 Izin Praktek Perawat Gigi 5 Hari Kerja 
55 Izin Prakek Fisioterapis 5 Hari Kerja 
56 Izin Praktek Refraksionis Optision 5 Hari Kerja 
57 Izin Pendirian Depot Air Minum Isi Ulang 5 Hari Kerja 
58 Izin Pendirian Rumah Sakit Swasta 7 Hari Kerja 
59 Izin Pendirian Laboratorium 7 Hari Kerja 
   Sumber :Profil BPT Kabupaten Sragen 2009 
4. Penyusunan Mekanisme Pelayanan 
Mekanisme atau bagan alir pelayanan perizinan ataupun non 
perizinan dibuat sesederhana mungkin oleh BPT Kabupaten Sragen, 
sehingga masyarakat cepat bisa memahami dalam mengurus perizinan 
maupun non perizinan yang dibutuhkan. Alur pelayanan perizinan maupun 
non perizinan dirancang untuk dapat menghindari berbagai kemungkinan 
penyimpangan yang dapat merugikan maupun mempersulit masyarakat 
yang dalam hal ini sebagai pengguna jasa. Mekanisme atau bagan alir 
pelayanan perizinan ataupun non perizinan BPT Kabupaten Sragen dapat 
dilihat sebagai berikut : 
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Gambar IV.1 
Bagan mekanisme Pelayanan Perijinan / Non Perijinan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BPT Kabupaten Sragen telah membuat poster bagan alir diatas dan 
dipampang di depan kantor BPT Kabupaten Sragen sebagai usaha 
menginformasikan prosedur pelayanannya kepada masyarakat dan pengguna 
jasa. 
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang prima kepada 
masyarakat, dan untuk mewujudkan One Stop service (OSS), maka sumber 
daya manusia yang ditugaskan sebagai tenaga pelaksana di BPT Kabupaten 
Pemohon datang 
menyerahkan berkas 
Pemeriksaan berkas 
oleh petugas 
Pemeriksaan lokasi 
(perijinan) oleh 
petugas 
Proses pembuatan 
dokumen perijinan / 
non perijinan 
Pembayaran oleh 
pemohon 
Penyerahan dokumen 
perijinan / non 
perijinan oleh petugas 
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Sragen harus betul-betul handal, sehingga untuk hal tersebut BPT 
Kabupaten Sragen mengadakan pelatihan on the job training / magang dan 
pelatihan-pelatihan lainnya yang berkesinambungan, hal ini dimaksudkan  
sebagai  Empowering / Pemberdayaan Aparatur. Hal itu seperti 
diungkapkan oleh Bpk. Tugiono, SH selaku Sekretaris BPT Kabupaten 
Sragen, bahwa : 
”...training terus dilakukan setiap tahunnya, hal ini perlu untuk 
mempertahankan bahkan meningkatkan kualitas pelayanan di BPT 
ini. Namun untuk  training maupun diklat kami tidak bisa 
menentukan periodenya berapa tahun sekali, karena pelaksanaan 
diklat tersebut bukan BPT Kabupaten Sragen yang mengadakan 
kami hanya ikut serta saja. Sedangkan untuk pelatihan-pelatihan 
kami mengadakannya secara rutin, misalnya pelatihan pengadaan 
barang, training anggaran, training software baru atau komputer dan 
lain-lain.” (wawancara tanggal 20 Juli 2010) 
Disamping itu BPT Kabupaten Sragen berusaha untuk memenuhi 
sarana dan prasarana kantor yang memadai demi kenyamana dan keamanan 
masyarakat sebagai pengguna jasa. Misalnya, BPT kabupaten Sragen telah 
dilengkapi dengan ruang tunggu yang memadai, tempat parkir kendaraan 
roda dua ataupun roda empat yang aman, ruangan ber AC, dan fasilitas 
lainnya. Hal ini dapat dilihat dari daftar inventaris penunjang pelayanan 
sebagai berikut : 
Tabel IV.2 
Daftar Inventaris BPT Kabupaten Sragen Tahun 2010 
No. Fasilitas Merk / Type Jumlah 
1. Kendaraan roda empat 
Toyota Rush, Suzuki ST 
150 Futura, Suzuki Carry 
3 
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2. Kendaraan roda dua 
Honda C100MI, Suzuki 
FD110, Crypton, Suzuki 
Smash, Suzuki New 
Smash 
18 
3. Mesin Ketik Oliveti 3 
4. Alat Antrian KTP Numerik E 2-Q 1 
5. Writing Pad Genius 1 
6. Almari Besi Chitose, Lion 13 
7. Rak Besi - 14 
8. Rak Arsip - 14 
9. Filling Cabinet Lufo, Brother 6 
10. White Board - 1 
11. Almari Kayu - 4 
12. Meja Rapat - 1 
13. Brankas Galliant 1 
14. Meja Pimpinan - 1 
15. Meja Tulis ½ Biro - 12 
16. Meja Kasubid ½ Biro - 3 
17. Meja Kabid 1 Biro - 1 
18. 
Meja Pelayanan Bid. 
Inv. (conter) 
- 1 
19. Meja Tulis - 11 
20. Meja Kursi Pemohon - 4 
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21. Meja Resepsionis - 1 
22. Meja Tambahan - 2 
23. Meja Panjang - 1 
24. Kursi Rapat Chitose 20 
25. Kursi Tamu - 8 
26. Kursi Putar Isabel 24 
27. Jam Dinding Maspion 1 
28. AC 
Maspion, Daikin, 
Panasonic 
10 
29. TV Plasma Samsung, Panasonic 2 
30. Dispenser Aqua Fresh, Kirin 4 
31 Handycam Sony 1 
32 Digital Camera Samsung 2 
33 Komputer GIC, Galaxi, Intel,  Relion 25 
34 LCD Monitor  CCTV Duke, LG 2 
35 
Top Screen 
Information 
Camelion Prolink 1 
36 Printer HP, Epson, Canon, 28 
37 Quick Camp + Tripod Massenger W213 2 
38 Wereless Shure 2 
39 Telepon Panasonic 2 
40 Telepon PABX Panasonic 11 
41 Telepon & Instalasi Extension 7 
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42 Faximile Panasonic 1 
43 CCTV Infra Merah JMK 218 1 
44 UPS Power 5 
45 Genset Power 1 
Sumber :Daftar Inventaris BPT Kabupaten Sragen 2010 
6. Pemantauan Kepuasan Pelanggan dan Penanganan Pengaduan / keluhan 
Untuk mengetahui keberhasilan dalam melayani masyarakat, maka 
perlu dilakukan evaluasi dengan melakukan survey kepuasan pelanggan 
yang dilakukan tiap 6 bulan sekali. Sedangkan respondennya adalah 
pelanggan yang sedang mencari ijin atau pun mencari dokumen lain yang 
dilayani di KPT sebanyak 150 responden. Survey selanjutnya menggunakan 
indikator Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai SK MENPAN 
No.KEP.25/M.PAN/2/2004, yaitu meliputi : 
1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur 
pelayanan. 
2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif 
yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya. 
3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian 
petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta 
kewenangan dan tanggungjawabnya). 
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4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam 
memberikan pelayanan, terutama terhadap konsistensi waktu kerja 
sesuai ketentuan yang berlaku. 
5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan 
tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian 
pelayanan. 
6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan 
ketrampilan yang dimiliki petugas dalam 
memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 
7) Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit 
penyelenggara pelayanan. 
8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan 
dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang 
dilayani 
9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan 
ramah serta saling menghargai dan menghormati. 
10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat 
terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. 
11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan. 
12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan 
sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
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13) Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana 
pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan 
rasa nyaman kepada penerima pelayanan. 
14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan 
pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan 
pelayanan. 
 
Dilihat dari hasil survey tahun 2008-2009 kinerja pelayanan publik 
yang diselenggarakan BPT Kabupaten Sragen sangat memuaskan. Adapun hasil 
survey pada tahun 2008-2009 adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.3 
Hasil Survey Kepuasan Pelanggan (IKM) tahun 2008-2009 
Periode 
Nilai IKM (Indeks 
Kepuasan 
Masyarakat) 
Keterangan 
Juni 2008 83,6 Sangat Baik 
Desember 2008 82,3 Sangat Baik 
Juni 2009 83,8 Sangat Baik 
Desember 2009 83,3 Sangat Baik 
Sumber :  BPT Kabupaten Sragen 2009 
Untuk penanganan pengaduan dari masyarakat, BPT Kabupaten 
Sragen berusaha menangani secara efektif. Pengaduan ini ditangani oleh 
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petugas khusus di Kabid Pelayanan Umum dan pengaduan untuk 
memberikan peluang bagi masyarakat menyampaikan keluhannya, sehingga 
BPT Kabupaten Sragen dapat memperbaiki pelayanannya sesuai dengan 
keinginan masyarakat sebagai pengguna jasa. Untuk itu ada 4 aspek yang 
diperhatikan oleh BPT Kabupaten Sragen dalam menangani pengaduan, 
yaitu : 
1) Empati pelanggan yang kurang berkenan; 
2) Kecepatan dalam penanganan pengaduan/ keluhan; 
3) Kewajaran atau keadilan dalam memecahkan pengaduan/ keluhan; 
4) Akses terhadap komunikasi dan informasi. 
Selama OSS di terapkan, BPT Kabupaten Sragen tidak mendapat 
keluhan tentang penyelenggaraan pelayanan dari masyarakat sebagai 
pengguna jasa. Hal ini disebabkan karena penyelesaian dokumen perijinan 
maupun non perijinan sesuai dengan target waktu yang dicantumkan BPT 
Kabupaten Sragen di papan pengumuman jenis dan waktu penyelesaian 
perijinan. Target waktu penyelesaian yang dijanjikan oleh BPT Kabupaten 
Sragen pada setiap perijinan sebenarnya telah ditambah beberapa hari 
sebagai antisipasi jika terjadi kendala dalam pembuatan dokumen yang 
menyebabkan waktu penyelesaiannya terlambat. Misalnya untuk waktu 
penyelesaain pembuatan dokumen Ijin Mendirikan Bangunan (IMB), BPT 
Kabupaten Sragen menjanjikan 10 hari kerja di papan pengumuman jenis 
dan waktu penyelesaian perijinan yang di pampang di depan kantor BPT 
Kabupaten Sragen, sebenarnya dokumen ini biasanya selesai hanya dalam 
jangka waktu 8 atau 9 hari kerja saja. Hal ini dilakukan oleh BPT 
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Kabupaten Sragen sebagai tindak antisipasi jika terjadi kendala maupun 
keterlambatan dalam proses pembuatan dokumen perijinan sebagaimana 
yang disampaikan oleh Bpk. Tugiono, SH (Sekretaris BPT Kabupaten 
Sragen) : 
” Selama ini BPT tidak pernah menerima keluhan dari masyarakat 
tentang proses pelayanan yang diberikan, karena dokumen perijinan 
maupun non perijinan penyelesaiannya selalu tepat waktu sesuai 
dengan waktu yang ditargetkan. Sebenarnya waktu yang dijanjikan 
melebihi waktu penyelesaian dokumen. Misalnya pada proses 
pembuatan IMB, di situ tertulis 10 hari kerja, padahal sebenarnya 8 
hari kerja saja sudah selesai. Ini dilakukan sebagai antisipasi jika 
terjadi kendala maupun kesalahan dalam membuat dokumen tersebut 
yang menyebabkan waktu penyelesaiannya jadi sedikit terlambat” 
(wawancara tanggal 20 Juli 2010) 
Dari kebijakan-kebijakan diatas disusunlah Program tahunan dari 
Renstra tahun 2006-2010.  Maka rencana program tahun 2009 adalah sebagai 
berikut : 
1. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Masyarakat 
2. Program Peningkatan Kualitas SDM 
3. Program Pengembangan Software Database 
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 
 
B. Implementasi Program dan Kegiatan BPT Kabupaten Sragen dalam 
Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Untuk tahun 2009, sesuai dengan pedoman renstra tahun 2006-2010, 
implementasi serta pengawasan program-program yang telah dilakukan oleh 
BPT Kabupaten Sragen adalah sebagai berikut: 
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1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Non 
Perijinan  
Untuk kegiatan program tersebut dana yang disediakan sebesar Rp 
160.000.000, sumber dana untuk program ini dari APBD Kabupaten 
Sragen. Adapun Kegiatan yang dilakukan adalah Survey Indeks Kepuasan 
Masyarakat dan Penanganan Pengaduan  
Kegiatan yang dilakukan dalam program ini adalah pemeriksaan 
lapangan oleh Tim Perijinan dengan cara melakukan survey lapangan. 
Survey selanjutnya menggunakan Indeks Kepuasan Pelanggan sesuai SK 
MENPAN No.KEP.25/M.PAN/2/2004. Survey ini dilakukan untuk 
mengontrol dan meningkatkan kualitas pelayanan yang telah diterapkan oleh 
BPT. Sedangkan respondennya adalah pelanggan yang sedang mencari ijin 
atau pun mencari dokumen lain yang dilayani di BPT dengan jumlah 
responden sebanyak 150 responden. Adapun hasil survey yang dilakukan 
oleh BPT Kabupaten Sragen pada bulan Desember tahun 2009 adalah 
sebagai berikut : 
Tabel IV.4 
Hasil Survey Bulan Desember Tahun 2009 
No. Keterangan Jumlah nilai Nilai Konversi Kategori 
1 Kemudahan Prosedur Pelayanan 3,44 86,00 Sangat baik 
2 Kelengkapan Informasi 3,27 81,75 Sangat baik 
3 Pelayanan Dan Penjelsan 3,44 86,00 Sangat baik 
4 Kedisiplinan Petugas 3,38 84,50 Sangat baik 
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5 Pertanggung Jawaban Petugas 3,31 82,75 Sangat baik 
6 Kemampuan Petugas 3,39 84,75 Sangat baik 
7 Kecepatan Waktu Pelayanan 3,27 81,75 Sangat baik 
8 Kedisiplinan Dalam Antrian 3,61 90,25 Sangat baik 
9 Kesopanan Dan Keramahan 3,39 84,75 Sangat baik 
10 Kewajaran Biaya 3,18 79,50 Baik 
11 Kesesuaian Biaya 3,25 81,25 Baik 
12 Ketepatan Waktu Pelayanan 3,33 83,25 Sangat baik 
13 Kenyamanan Lingkungan BPT 3,61 90,25 Sangat baik 
14 Keamanan Pelayanan BPT 3,37 84,25 Sangat baik 
Sumber     :  BPT Kabupaten Sragen, Desember 2009 
Dari survey diatas nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah 
83,3 (sangat memuaskan). Survey ini dilakukan oleh BPT Kabupaten 
Sragen setiap 6 bulan sekali dan berlokasi di BPT Kabupaten Sragen. 
Selain survey BPT Kabupaten Sragen mengadakan kegiatan 
Penanganan Pengaduan atau Keluhan oleh petugas khusus yaitu Kabid 
Pelayanan Umum dan Pengaduan. Hal ini dilakukan untuk memberikan 
peluang kepada pengguna jasa atau masyarakat untuk menyampaikan 
keluhannya terhadap pelayanan tersebut, sehingga BPT Kabupaten Sragen 
dapat langsung menangani keluhan tersebut serta memperbaiki kualitas dari 
pelayanannya. Di tahun 2009 BPT Kabupaten Sragen tidak mendapat 
keluhan dari masyarakat sebagai pengguna jasa. 
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2. Program Peningkatan Kualitas SDM 
Bentuk kegiatan dari program ini adalah pelatihan (Training  for  Sucsess) 
dan Diklat Komputer. Sumber dana untuk program ini dari APBD 
Kabupaten Sragen. 
a. Training  for  Sucsess.   
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 25.000.000. Agar 
dapat tampil prima dalam melayani customer / pelanggan, telah 
dilakukan pelatihan terhadap SDM pelaksana di BPT dengan 
mengundang instruktur dari bagian pengembangan Sumber Daya 
Manusia perusahaan swasta. Adapun materi dari pelatihan tersebut 
meliputi : 
- Bagaimana caranya agar tampil rapi dalam melayani customer.  
- Bagaimana caranya harus tampil sopan dan santun dalam 
menghadapi customer. 
- Bagaimana caranya harus selalu ceria dalam menyambut customer. 
- Bagaimana caranya harus selalu tampil yakin dan meyakinkan 
dalam melayani customer. 
- Bagaimana harus mampu memperhatikan sikap tubuh dan 
bertindak setenang mungkin saat melayani customer. 
- Bagaimana teknik-teknik menghadapi customer. 
Dengan prinsip hari ini lebih baik dari kemarin, SDM para 
pegawai BPT Kabupaten Sragen terus kembangkan. Pada tahun 2004 
BPT Kabupaten Sragen mengadakan pelatihan ESQ (Emotional and 
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Spiritual Quotient) dan sistem manajemen mutu dari konsultan yang 
ditunjuk oleh Sucofindo. Hal ini sebagai syarat mendapat ISO 9001 –
2000, yaitu merupakan suatu standar international untuk sistem 
manajemen kualitas. Selain hal tersebut pada tahun 2005 telah dilatih 
oleh psykolog profesional (Direktor pengembangan SDM perusahaan 
swasta) untuk pengembangan kepribadian. 
b. Diklat Komputer.     
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 25.000.000. 
Sejak tanggal 6 Januari 2003 diklat komputer telah dilaksanakan 
dengan mengundang instruktur untuk melatih tenaga pelaksana di BPT, 
adapun waktunya setiap hari Senin sampai Kamis setelah jam 13.00, 
karena diasumsikan setelah jam tersebut pelayanan sudah relatif 
berkurang. Sedangkan materi yang diajarkan meliputi:  
- Program Microsoft Word 
- Program Microsoft Excel 
- Program Microsoft Access. 
Dalam waktu 3 bulan telah berhasil dilatih 20 orang operator yang 
terampil komputer, dan beberapa orang akan terus dikembangkan untuk 
dapat menjalankan program-program aplikasi terbaru yang mempunyai 
nilai lebih, misalnya: Powerpoint, Corel, Photoshop, arsip dalam bentuk 
CD, moving movie, pelayanan dengan internet, dan lain sebagainya. 
3. Program Pengembangan Software Database 
Kegiatan dari Program ini berupa Pengadaan komputerisasi perijinan 
yaitu dengan mengembangkan pembuatan software komputerisasi perijinan 
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dan non perijinan untuk Peningkatan pelayanan  dan tertib administrasi 
perijinan. Dana yang dianggarkan untuk Program ini adalah sebesar Rp. 
50.000.000, sumber dana untuk program ini dari APBD Kabupaten Sragen. 
Dengan pengembangan pembuatan software komputerisasi perijinan 
dan non perijinan, Badan Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen telah 
menerapkan dan mengembangkan teknologi informasi yang menjadi trend 
setter bagi Kabupaten dan Kota lainnya di wilayah Indonesia dengan 
pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perijinan dan Non perijinan. 
Serta membangun jaringan komunikasi dan informasi lintas sektoral 
sehingga penyelesaian perijinan dan non perijinan dapat berjalan lancar, 
efektif dan efisien. Dalam pengembangan teknologi informasi Badan 
Perijinan Terpadu Kabupaten Sragen telah membuat dan mengembangkan  
sistem  informasi  yang  memudahkan para customer, pengusaha maupun 
masyarakat yang ingin mengakses Badan Perijinan Terpadu antara lain: 
Tracking Dokumen via internet, Touch Screen Information, CCTV online, 
Video conference, Hotspot area, call centre, Geografic Information System 
dll. 
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Program ini diselenggarakan dengan melakukan kegiatan sebagai 
berikut: 
a. Pengembangan / pengadaan Badan yang memenuhi standart  
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 1.200.000.000. Realisasi 
kegiatannya adalah sebagai berikut: 
- Pemeliharaan gedung / bangunan 
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- Pemeliharaan mebelair 
- Pemeliharaan fasilitas elektronik 
- Pemeliharaan kendaraan bermotor. 
Pemeliharaan terhadap fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan sangat 
penting demi lancarnya proses pelayanan perijinan dan non perijinan. 
Sehingga dokumen perijinan dan non perijinan yang dibuat dapat selesai 
tepat waktu serta para pemohon dokumen perijinan dan non perijinan 
merasa nyaman saat menunggu antrian maupun saat dokumennya 
sedang dalam proses pembuatan.  
b. Pengadaan mobil untuk pemeriksaan lapangan / lokasi  
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 70.000.000. Realisasi 
kegiatannya adalah pembelian mobil yang akan digunakan untuk sarana 
transportasi dalam pengecekan lapangan/lokasi yang akan dibuat ijin 
usahanya. Sehingga proses pemeriksaan lokasi lebih cepat serta 
terpenuhinya jadwal pemeriksaan dan standar waktu pemeriksaan. 
c. Pengadaan  genset 
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 10.000.000. Realisasi 
kegiatannya adalah pengadaan genset sebagai persiapan jika listrik 
padam, sehingga pelayanan tetap terus berjalan dengan lancar tanpa 
terganggu oleh padamnya listrik. 
d. Pengadaan computer  
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 25.000.000. Realisasi 
kegiatannya adalah pengadaan perangkat komputer, untuk 
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mempermudah akses terhadap proses pelayanan perijinan dan non 
perijinan  
e. Pengadaan poster BPT Kabupaten Sragen 
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 3.000.000. Realisasi 
kegiatannya adalah pengadaan poster-poster BPT Kabupaten Sragen 
yang berisi tentang informasi pelayanan di BPT Kabupaten Sragen. 
Poster-poster ini bertujuan untuk memberi informasi secara cepat kepada 
masyarakat luas tentang pelayanan perijinan di BPT Kabupaten Sragen. 
f. Pengadaan mebelair  untuk pegawai baru  
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 17.500.000. Realisasi 
kegiatannya adalah pengadaan perangkat mebel untuk pegawai baru. 
Jika setiap pegawai memiliki meja dan kursi sendiri, maka akan tercipta 
pelayanan yang lebih baik dan lebih kondusif pada masyarakat sebagai 
pemohon perijinan dan non perijinan. 
g. Pengadaan seragam dinas 
Untuk kegiatan ini disediakan dana sebesar Rp 15.000.000. Realisasi 
kegiatannya adalah pengadaan seragam dinas para pegawai BPT Kabupaten 
Sragen. Untuk memberikan kesan positif dan menyenangkan terhadap 
Pelanggan, tenaga pelaksana di BPT Kabupaten Sragen telah diberikan 
seragam kerja secara khusus, yaitu untuk laki-laki kemeja lengan 
panjang memakai dasi, sedangkan untuk wanita memakai jas/blazer 
seperti seragam yang digunakan oleh karyawan- karyawati pada 
perusahaan swasta. 
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C. Evaluasi Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 
Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas, maka hasil evaluasi dari 
implementasi program dan kegiatan BPT Kabupaten Sragen yang telah 
terealisasi adalah sebagai berikut: 
1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pelayanan Perijinan dan Non 
Perijinan 
Kegiatan yang dilakukan adalah Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan 
Penanganan Pengaduan. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah 
pemeriksaan dan pengecekan kepuasan masyarakat terhadap mutu 
pelayanan BPT Kabupaten Sragen. Input dari kegiatan ini berupa 
tersedianya dana sebesar  Rp. 160.000.000. Serta output berupa 
Penyelesaian BAP dan rekomendasi  perijinan tepat waktu, dan outcome 
berupa meningkatnya kemampuan aparat yang akhirnya diikuti dengan 
meningkatnya jumlah pemohon perijinan. Dalam kaitannya dengan 
kemampuan petugas BPT Kabupaten Sragen dalam memberikan pelayanan 
dari 150 responden 90 (60 %) responden merasa puas, 59 (39,3) responden 
merasa sangat puas dan 1 (0,7 %) responden kurang puas. Dapat 
disimpulkan dari data tersebut bahwa para pengguna jasa BPT Kabupaten 
Sragen merasa puas terhadap kemampuan para petugas BPT Kabupaten 
Sragen dalam memberikan pelayanan. Data tersebut dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini : 
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Tabel IV.5 
Penilaian Responden Kemampuan Petugas dalam Memberikan 
Pelayanan  
Tanggapan Jumlah Prosentase 
Sangat Puas 59 39,3 % 
Puas 90 60 % 
Kurang Puas 1 0,7 % 
Tidak Puas 0 0 
TOTAL 150 100 % 
Sumber :  BPT Kabupaten Sragen 2009 
2. Program Peningkatan Kualitas SDM 
a. Training  for  Sucsess.   
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan 
ESQ yang di ikuti oleh para pegawai BPT Kabupaten Sragen. Input dari 
kegiatan ini berupa tersedianya dana sebesar  Rp. 25.000.000. Serta 
output berupa meningkatkan dan mempertahankan Kemampuan & 
wawasan SDM dalam memberikan pelayanan, dan outcome berupa 
kepuasan masyarakat/pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan 
karena sikap & perilaku SDM yang   lebih baik. Hal ini dapat dilihat 
melalui tabel hasil survey terhadap 150 responden tentang pendapat 
mereka terhadap kedisiplinan petugas, serta kesopanan dan keramahan 
yang dilakukan petugas dalam memberikan pelayanan, sebagai berikut : 
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Tabel IV.6 
Penilaian Responden Terhadap Kedisiplinan, serta Kesopanan dan 
Keramahan Petugas di BPT Kabupaten Sragen  
Tanggapan Jumlah Prosentase 
Sangat Puas 59 39,3 % 
Puas 91 60,7 % 
Kurang Puas 0 0 
Tidak Puas 0 0 
TOTAL 150 100 % 
Sumber :  BPT Kabupaten Sragen 2009 
Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responen 
yaitu 91 responden atau 60,7 % responden merasa puas terhadap 
kedisiplinan, serta kesopanan dan keramahan petugas dalam 
memberikan pelayanan. Dan sisanya yaitu 59 responden atau 39,3 % 
sangat puas terhadap prilaku disiplin, serta kesopanan dan keramahan 
para petugas BPT Kabupaten Sragen. 
b. Diklat Komputer.     
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah terselenggaranya pelatihan 
penggunaan dan software komputer dasar oleh setia pegawai BPT 
Kabupaten Sragen. Input dari kegiatan ini berupa tersedianya dana 
sebesar Rp. 25.000.000. Serta output berupa peningkatan serta 
mempertahankan kemampuan & wawasan SDM dalam penggunaan 
komputer dan outcome berupa kepuasan masyarakat/pelanggan 
terhadap pelayanan yang diberikan karena ketepatan dan kecepatan 
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proses pelayanan. Dalam kaitannya dengan Ketepatan Waktu Perijinan 
dari 150 responden 89 (59,3 %) responden merasa puas terhadap 
ketepatan waktu perijinan yang direalisasikan oleh petugas BPT 
Kabupaten Sragen. Sedangkan 57 (38%)  responden menjawab sangat 
puas dan sisanya yaitu 4 (2,7 %) responden kurang puas terhadap 
ketepatan waktu perijinan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
legalisasi perijinan yang diberikan oleh BPT Kabupaten Sragen 
terhadap pemohon perijinan telah tepat waktu sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan. Data ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut  
Tabel IV.7 
Penilaian Responden Terhadap Ketepatan Waktu Perijinan 
Tanggapan Jumlah Prosentase 
Sangat Puas 57 38 % 
Puas 89 59,3 % 
Kurang Puas 4 2,7 % 
Tidak Puas 0 0 
TOTAL 150 100 % 
Sumber :  BPT Kabupaten Sragen 2009 
Hal ini diperkuat juga oleh salah seorang pelanggan yang bernama 
Maryadi saat mengambil dokumen Akte Kelahiran anak bungsunya : 
“…penyelesaian aktenya tepat waktu, saya mengajuakan 
permohonannya lima hari  yang hari kamis dan hari ini sudah saya 
ambil. Kalau menurut saya pelayanannya memuaskan, lalu soal 
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antrinya nggak terasa lama, ruangan tunggunya juga nyaman dan 
pegawainya ramah-ramah”. (wawancara tanggal 20 Juli 2010) 
3. Program Pengembangan Software Database 
Kegiatan yang dilakukan adalah pengadaan komputerisasi perijinan dengan 
mengembangkan pembuatan software komputerisasi perijinan dan non 
perijinan. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pengadaan dan 
pengembangan pembuatan software komputerisasi perijinan dan non 
perijinan oleh BPT Kabupaten Sragen. Input dari kegiatan ini berupa 
tersedianya dana sebesar Rp. 50.000.000. Serta output berupa proses 
pelayanan yang lebih cepat, transparan dan akuntable dan outcome berupa 
meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan BPT, sehingga 
secara otomatis legalitas usaha akan meningkat pula. 
Berikut ini adalah tabel jumlah perijinan yang telah direalisasikan 
oleh BPT Kabupaten Sragen tahun 2006 hingga tahun 2009 : 
Tabel IV.8 
Jumlah Perijinan yang telah Direalisasikan Tahun 2006 – 2009 
No Tahun Jumlah Pemohon Jumlah Retribusi (Rp) 
1 2006 4435 1.099.348.561 
2 2007 4549 1.679.742.915 
3 2008 5034 2.083.901.898 
4 2009 4873 2.174.609.426 
Sumber     :  BPT Kabupaten Sragen, Desember 2009 
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Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah pemohon perijinan 
meningkat setiap tahunnya dari tahun 2006 hingga 2008, begitu pula dengan 
jumlah Retribusi yang dihasilkan BPT Kabupaten Sragen. Sedangkan pada 
tahun 2009 jumlah pemohon turun yang semula pada tahun 2008 berjumlah 
5034 pemohon pada tahun 2009 menjadi 4873 pemohon. Hal ini disebabkan 
karena sebagian besar masyarakat yang membutuhkan perijinan telah 
membuat dokumen perijinan dan belum mencapai batas waktu perpanjangan 
perijinan, sehingga jumlah pemohon perijinan menurun ditahun 2009 
sebagaimana yang telah disampaikan oleh Bpk. Tugiono, SH selaku 
Sekretaris BPT Kabupaten Sragen berikut ini : 
”...pada tahun 2009 jumlah pemohon perijinan menurun karena 
sebagian besar masyarakat yang memiliki usaha ataupun yang 
memerlukan perijinan telah membuat dokumen perijinannya pada 
tahun-tahun sebelum tahun 2009, kemudian masa berlaku perijinan 
tersebut belum habis sehingga mereka tidak mengajukan perpanjangan 
maupun perijinan baru ditahun 2009 tersebut. Hal ini lah yang 
menyebabkan penurunan jumlah pemohon di tahun 2009”. (wawancara 
tanggal 20 Juli 2010) 
 
4. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 
a. Pengembangan / pengadaan Badan yang memenuhi standart  
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah Pemeliharaan terhadap 
fasilitas-fasilitas penunjang pelayanan. Input dari kegiatan ini berupa 
tersedianya dana sebesar Rp 1.200.000.000. Serta output berupa 
Pengembangan fasilitas pelayanan yang memadai dan outcome berupa 
Pelayanan kepada masyarakat yang lebih aman dan nyaman. 
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b. Pengadaan mobil untuk pemeriksaan lapangan / lokasi  
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pembelian satu unit mobil. 
Input dari kegiatan ini berupa tersedianya dana sebesar Rp 70.000.000. 
Serta output berupa proses pemeriksaan lokasi lebih cepat dan outcome 
berupa terpenuhinya jadwal pemeriksaan dan standar waktu 
pemeriksaan. 
c. Pengadaan  genset 
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pembelian satu unit genset. 
Input dari kegiatan ini berupa tersedianya dana sebesar Rp 10.000.000. 
Serta output berupa kelancaran aktivitas pelayanan saat listrik mati dan 
outcome berupa kepuasaan masyarakat karena pelayanan tidak 
terganggu oleh listrik mati. 
d. Pengadaan computer  
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pembelian tiga unit komputer 
dan enam unit printer. Input dari kegiatan ini berupa tersedianya dana 
sebesar Rp 25.000.000. Serta output berupa kemudahan mengakses 
Proses pelayanan perijinan dan outcome berupa meningkatnya kepuasan 
dan kepercayaan masyarakat 
e. Pengadaan poster BPT Kabupaten Sragen 
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pembelian dan pemasangan 
sepuluh buah poster BPT Kabupaten Sragen. Input dari kegiatan ini 
berupa tersedianya dana sebesar Rp 3.000.000. Serta output berupa 
penyampaian informasi tentang pelayanan perijinan  terhadap 
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masyarakat lebih cepat dan outcome berupa tercapainya  mutu atau citra 
pelayanan kepada masyarakat/ pelanggan 
f.     Pengadaan mebelair  untuk pegawai baru  
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pembelian sepuluh buah meja 
dan kursi. Input dari kegiatan ini berupa tersedianya dana sebesar Rp 
17.500.000. Serta output berupa kenyamanan aparatur BPT Kabupaten 
Sragen dalam bekerja dan outcome berupa terciptanya pelayanan yang 
lebih baik dan lebih kondusif pada masyarakat sebagai pemohon 
perijinan dan non perijinan. 
g. Pengadaan seragam dinas 
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah pembelian lima puluh seragam 
dinas pegawai BPT Kabupaten Sragen. Input dari kegiatan ini berupa 
tersedianya dana sebesar Rp 15.000.000. Serta output berupa kesan 
positif dan menyenangkan terhadap Pelanggan dan outcome berupa 
citra pelayanan kepada masyarakat lebih baik. 
Pelaksanaan dari program dan kegiatan BPT Kabupaten Sragen 
dilakukan oleh semua unsur-unsur yang terkait baik dari unsur BPT Kabupaten 
Sragen, Pemda maupun pihak lain yang berkompeten. Program – program 
tersebut dilakukan setiap tahun dan mulai tahun anggaran baru. Jika anggaran 
yang tersedia untuk pelaksanaan kegiatan kurang maka pihak BPT Kabupaten 
Sragen akan mengajukan perubahan anggaran kepada Pemda Sragen pada bulan 
Juli yang kemudian direalisasikan pada bulan Oktober sebagaimana yang 
disampaikan oleh Bpk. Tugiono, SH (Sekretaris BPT Kabupaten Sragen): 
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“ Sumber dana operasional berasal dari APBD. Jika kekurangan 
anggaran untuk pelaksanaan kegiatan, maka kami akan mengajukan 
perubahan anggaran kepada Pemda Sragen yang dilaksanakan pada bulan 
Juli dan kemudian direalisasikan pada bulan Oktober” (wawancara 
tanggal 8 Juli 2010) 
 
Jika dilihat dari Renstra BPT Kabupaten Sragen tahun 2006-2010, 
implementasi program-programnya pada tahun 2009 telah sesuai. Berdasarkan 
evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja, capaian target yang ditetapkan telah 
sesuai dengan Matrik Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2009 
sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat tercapai dengan baik. 
Hal ini dapat dilihat dari Survei kepuasan pelanggan yang diselenggarakan oleh 
BPT Kabupaten Sragen pada Bulan Desember 2009 yang menunjukkan IKM 
83,3 (sangat memuaskan) serta tidak adanya keluhan dari pelanggan selama 
tahun 2009 tersebut cukup membuktikan bahwa upaya yang dilaksanakan oleh 
BPT Kabupaten Sragen terlaksana dengan baik. 
Adapun jumlah perijinan yang telah direalisasikan oleh BPT Kabupaten 
Sragen pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.9 
Jumlah Perijinan Yang Telah Direalisasikan Tahun 2009 
No Sub Bidang Perijinan Jumlah 
1. 
Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB, Dan 
HO 
1.031 
2. Sub Bidang Perijinan Pendidikan Dan Kesehatan 245 
3. Sub Bidang Perijinan Indakop Dan Reklame 2.929 
4. Sub Bidang Perijinan Pertanian, HUB, PAR, 668 
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SIUJK, K3 
 Jumlah Perijinan Yang Telah Direalisasikan 4.873 
Sumber     :  BPT Kabupaten Sragen, Desember 2009 
Dari Tabel data diatas dapat disimpulkan bahwa dokumen perijinan yang 
paling banyak direalisasikan adalah pada Sub Bidang Perijinan Indakop Dan 
Reklame, yaitu sebesar 2.929 pemohon dari total keseluruhan pemohon 
perijinan yang telah direalisasikan yaitu 4.873 pemohon. Kemudian untuk 
dokumen perijinan pada Sub Bidang Perijinan Prinsip, Lokasi, IMB, Dan HO 
telah direalisasikan sebanyak 1.031 pemohon, Sub Bidang Perijinan Pendidikan 
Dan Kesehatan sebanyak 245 pemohon, dan Sub Bidang Perijinan Pertanian, 
HUB, PAR, SIUJK, K3 sebanyak 668 pemohon. 
Sedangkan jumlah dokumen non perijinan yang telah di realisasikan oleh 
BPT Kabupaten Sragen pada tahun 2009 adalah sebagai berikut : 
Tabel IV.10 
Jumlah Dokumen Non Perijinan Yang Telah Direalisasikan Tahun 2009 
NO Jenis Dokumen Non Perijinan Jumlah 
1 KTP 12,662 
2 KK 4,610 
3 Akta Kelahiran 27,251 
4 Akta Kematian 17 
5 Akta Perkawinan 152 
6 Akta Perceraian 4 
7 Akta Pengangkatan Anak 4 
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8 Akta Kutipan Kedua 219 
9 Akta Perubahan Nama 15 
10 Pengakuan dan Pengesahan Anak 1 
  JUMLAH 50,723 
Sumber     :  BPT Kabupaten Sragen, Desember 2009 
Walaupun perijinan maupun non perijinan telah direalisasikan dengan 
tepat waktu oleh BPT Kabupaten Sragen kepada para pelanggan sesuai dengan 
waktu yang dijanjikan, akan tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi oleh 
BPT Kabupaten Sragen dalam melaksanakan strategi meningkatkan kualitas 
pelayanan perijinan, yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam 
mengurus perijinan publik. Sebagian masyarakat masih berpandangan bahwa 
mengurus perijinan publik itu prosesnya berbelit-belit, mahal dan tidak 
transparan. Ketakutan akan pungutan-pungutan liar juga mempengaruhi 
presepsi masyarakat, terutama pada pemilik usaha yang baru berdiri. 
 Perkembangan teknologi yang pesat juga turut berpengaruh terhadap 
pelayanan perijinan yang dilakukan oleh BPT Kabupaten Sragen, khususnya 
dalam penyediaan fasilitas dan sarana yang ada. Oleh sebab itu BPT Kabupaten 
Sragen dituntut pula untuk dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan 
teknologi serta dituntut harus mampu mengaplikasikan perkembangan 
teknologi ke dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga dapat 
meningkatkan kinerja organisasi yang salah satunya agar kualitas pelayanan 
publik meningkat serta meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada BPT 
Kabupaten Sragen dalam mengurus perijinan dan non-perijinan yang mereka 
butuhkan. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Munculnya perspektif baru administrasi publik yang disebut sebagai 
new public service membuat BPT Kabupaten Sragen sadar akan tuntutan 
masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat 
merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini 
merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalankan tugas-
tugas pemerintahan. Kepuasan pelanggan menjadi petunjuk arah dan 
pendorong motivasi untuk menciptakan langkah kreatif, inovatif bagi BPT 
Kabupaten Sragen dalam mewujudkan visinya yaitu “Unggul Dalam Kualitas 
Pelayanan Dan Profesional, Menuju Layanan Kelas Dunia“. Oleh sebab itu 
BPT Kabupaten Sragen perlu membangun dan mempertahankan hubungan 
baik dengan pelanggan yang pada akhirnya akan meningkatkan citra baik dan 
keberhasilan BPT Kabupaten Sragen dalam. 
Dalam usahanya mencapai hal tersebut upaya-upaya yang ditempuh 
oleh BPT Kabupaten Sragen dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik 
adalah membuat Perencanaan Srategis dengan melakukan analisis terhadap 
lingkungan, menyusunnya menjadi Rencana Strategis tahun 2006-2010, 
mengimplementasikan program dan kegiatan yang ada dalam renstra serta 
mengevalusi kegiatan dan program-program yang telah dilakukan. Program-
program tersebut dibentuk berdasarkan tahapan-tahapan kebijakan yang telah 
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ditetapkan oleh BPT Kabupaten Sragen, kebijakan-kebijakan tersebut antara 
lain pembentukan kelembagaan, penentuan personalia, penentuan jenis 
pelayanan dan waktu penyelesaian, penyusunan mekanisme pelayanan, 
peningkatan kualitas pelayanan, pemantauan kepuasan pelanggan dan 
penanganan pengaduan / keluhan. 
Program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam renstra 2006-
2010 yang dilaksanakan pada tahun 2009 tersebut adalah: 
5. Program Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan kepada Masyarakat 
6. Program Peningkatan Kualitas SDM 
7. Program Pengembangan Software Database 
8. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana 
Berdasarkan evaluasi dan analisa akuntabilitas kinerja, capaian target 
yang ditetapkan telah sesuai dengan Matrik Renstra Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2009 sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan dapat 
tercapai dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari Survei kepuasan pelanggan 
yang diselenggarakan oleh BPT Kabupaten Sragen pada Bulan Desember 
2009 yang menunjukkan IKM 83,3 (sangat memuaskan) serta tidak adanya 
keluhan tentang pelayanan yang diberikan oleh BPT Kabupaten Sragen dari 
masyarakat sebagai pengguna jasa selama tahun 2009. 
 Namun, hambatan yang dihadapi  BPT Kabupaten Sragen adalah 
masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuat perijinan bagi 
usahanya sendiri serta terus berkembangnya teknologi yang berpengaruh 
terhadap kualitas pelayanan yang diselenggarakan oleh BPT Kabupaten 
Sragen. Sehingga BPT Kabupaten Sragen dituntut harus mampu 
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mengaplikasikan perkembangan teknologi ke dalam pelaksanaan tugas pokok 
dan fungsinya,  mensosialisasikan pentingnya perijinan bagi pengusaha di 
Kabupaten Sragen khususnya terhadap pengusaha-pengusaha baru, serta 
menginformasikan jenis perijinan dan kemudahan dalam prosedur 
permohonannya. 
 
B. Saran 
Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat memberikan saran-
saran yang sekiranya dapat lebih meningkatkan kualitas pelayanan di BPT 
Kabupaten Sragen : 
1. Mengusahakan untuk lebih mempersingkat waktu pembuatan dokumen 
perijinan dan non perijinan. Hal tersebut dikarenakan masih ada beberapa 
perijinan dan non perijinan yang waktu pembuatan dokumennya masih 
dirasa lama, misalnya pembuatan akte kelahiran (5 hari), IMB (10 hari) 
atau Izin Usaha Jasa Konstruksi (12 hari). 
2. Dari pihak BPT Kabupaten Sragen mensosialisasikan dan 
menginformasikan pentingnya dokumen perijinan bagi pengusaha serta 
mudahnya mengurus dokumen perijinan untuk menghilangkan mindset 
bahwa mengurus perijinan publik itu prosesnya berbelit-belit, mahal dan 
tidak transparan. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan radio 
milik Pemda Kabupaten Sragen, kemudian dalam seminar-seminar usaha 
yang biasa diselenggarakan di Techno Park Kabupaten Sragen, maupun 
dalam event-event yang diadakan oleh Pemda. 
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